
a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 
serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat agar dapat berperan aktif dalam 
pembangunan dipandang perlu memberikan 
hibah dan bantuan sosial; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap Peraturan Wall Kota 
Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta 
Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kota Cimahi; 

Menimbang 

WALi KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

TENTANG 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR \C, TAHON 2017 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR %~ TAHUN 2017 

CIMA HI 

00 • .-., ...,,,,,_ ....... .-.,,,. 

-· 



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kata Cimahi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4116); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan . Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat Dan Pemerinta.han Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn or 4438); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan W ali Kata ten tang Tata 
Cara Penganggaran, Pe]aksanaan Dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan 
Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah 
Dan Bantuan Sosial; 

• 

• 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
ten tang Hi bah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
"Tarnbanan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

10. Peraturan Pemerintnb Nomor 27 Tahun 2014 
ten tang Pengelolaan Barang Milik 
Ne~ara(Daetah ~mbm:an. ~~~ua. R~~~\'\\~ 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

SS.J'S'/; 

\.\.-'~-~'-~~'-~ ~~~\.~~\ ~~~ ~~~~ ~~~~~ "\..~ 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daer: .. ah sebaeaimarr» telah diubah 

oeoerapakah terakbir dengan Peraturan Menteri 
\)a_\<o._m_ ~~"b~'t\. ~~W,.~""- 1..\. \.~~'\.\.. <).~\. \. \.~~~"h 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

• 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagairnana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Noinor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Xedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 



... 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemeritah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

2. W a1i Kota adalah W ali Kota Cimahi. 
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

__ , 

BABI, 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Dae rah; 

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran 
Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207), 



.... 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota 
Cimahi yang dibahas dan disetujui bersama oleh pernerintah daerah 
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

6. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah adalah Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirnahi. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kata dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Wali Kota dan dipimpin 
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA 
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Cimahi selaku Bendahara Umum Daerah. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran pada perangkat daerah adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 
anggaran pada perangkat daerah. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 
DPA-PPKD merupakan dokurnen · pelaksanaan anggaran Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada perangkat daerah merupakan 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat 
daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran pada perangkat daerah. 

13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah 
daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan 
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan 
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib 
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 



... 

Pasal 3 

( 1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, 
barang, atau jasa. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa 
uang atau barang. 

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta 
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari APBD. - 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 · . 

14. Bantuan Sosial adalah pernberian bantuan berupa uang/barang dari 
pernerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 
krisis ekonomi, krisis politik, f enomena alam dan bencana alam yang 
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah 
Daerah dengan penerima hibah. 

17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas 
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, 

~--- kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya 
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 

18. Nirlaba adalah sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau 
lingkungan yang tidak untuk mencari keuntungan materi. 
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Hibah dapat diberikan kepada : 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. BUMN atau BUMD; dan/ atau 
d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia. 

Pasal 5 

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan 
urusan pilihan. 
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan 
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 
pemerintah daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah 
untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 
kriteria paling sedikit: 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak secara terus 

menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan; 

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam 
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 

d. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 4 
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan 

keuangan daerah. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB III 
HI BAH 



... 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalarn 
Kota Cimahi. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil 
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang 
undangan. 

(3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c 
diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima 
pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 
5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga : 
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat 

Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, 
Gubemur atau Wali Kota; atau 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 
berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh 
pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan 
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala 
perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan 
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan 
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum 
dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 

-- 

Pasal 6 



... 

( 1) Kegiatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf b dan c adalah sebagai berikut: 
a. Infrastruktur lingkungan dan , prasarana pendukung kegiatan 

kemasyarakatan, yang tidak menjadi aset Pemerintah Daerah 
Kota Cimahi; 

b. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya; 
c. Pendukung penyelenggaraan pendidikan; dan 
d. Pengamanan dan penerangan hukum. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : 
a. Kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur 

lingkungan, antara lain: 
1. Jalan lingkungan / jalan setapak J jalan gang; 
2. Kirmir; 

3. Drainase/ saluran air/ gorong-gorong / saluran pembuangan 
limbah rumah tangga; 

4. Jembatan sederhana; 
5. Sumur resapan; 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Penggunaan Hibah 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 
6 ayat ( 5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 
a. memiliki kepengurusan yang jelas, telah terdaftar dan didirikan 

paling singkat 3 tahun di Kota Cimahi; 
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah; dan 
c. berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi Pemerintah Daerah 

Kota Cimahi. 
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
a. telah terdaftar pad.a kementerian yang membidangi urusan 

hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ; 

b. berked.udukan dalam wilayah administrasi Pernerintah Daerah 
Kota Cimahi ; dan 

c. memiliki sekretariat tetap di da1am wilayah Kota Cimahi. 

Pasal 7 



... 

6. Taman lingkungan/ruang terbuka hijau; 
7. Sarana penampungan sampah; 
8. Sarana fisik tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Vihara, 

Pura dan sejenisnya); 
9. Pembangunan/pengembanga.n gedung serbaguna/balai 

pertemuan/Kantor RW /Pos Ronda/Posyandu/Posbindu/ 
Balai Pengobatan dan sejenisnya dalam batasan wilayah 
lingkungan; 

10. Sarana/Lapangan olahraga masyarakat; dan 
11. Perpustakaan umum/ taman bacaan untuk masyarakat. 

b. Prasarana pendukung kegiatan kemasyarakatan, yang meliputi: 
1. Pendukung aktivitas keagamaan seperti Sound System, 

karpet, mimbar, buku keagamaan dan kerandajenazah; 
2. Pendukung aktivitas belajar, bahan dan peralatan praktek 

kerja dan sejenisnya yang selanjutnya merupakan aset 
organisasi dengan nilai manfaat berkelanjutan; dan 

3. Pendukung aktivitas kepemudaan/olahraga/seni budaya yang 
akan menjadi inventaris organisasi. 

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari : 
a. Kegiatan pengembangan kemampuan organisasi yang bertujuan 

mendukung peningkatan pendapatan keluarga atau perluasan 
usaha atau upaya penurunan jumlah pengangguran seperti 
pelatihan/kursus; 

b. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka 
peningkatan kualitas pemahaman umum masyarakat khususnya 
di bidang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak seperti 
pelatihan / kursus; 

c. Kegiatan yang mendukung program pemberdayaan masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat; 

d. Kegiatan organisasi berbasis keagamaan yang bersifat 
peningkatan kualitas pelayanan keagamaan kepada umat; dan 

e. Kegiatan organisasi yang bersifat pengembangan dan atau 
pelestarian suatu kesenian atau kebudayaan daerah. 

- 
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(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman 
pada peraturan perundang- undangan yang mengatur ten tang 
Bantuan Operasional Sekolah. 

(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 
pengamanan dan penerangan hukum yang dilakukan oleh instansi 
vertikal di Kota Cimahi sepanjang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Pengecualian kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: 

a. Kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, nilai agama, 
tata susila serta tidak sejalan dengan Visi dan Misi Kota Cimahi; 

b. Kegiatan pembelian tanah; 
c. Kegiatan yang dibangun di atas tanah milik pribadi/perorangan 

yang belum diserahkan peruntukannya secara tertulis bagi 
kepentingan umum; 

d. Kegiatan yang memiliki kesamaan lokasi, bentuk kegiatan serta 
sasaran penerima manfaat dengan kegiatan yang telah 
dianggarkan melalui Program Kerja Perangkat Daerah Kota 
Cimahi dan dibiayai oleh APBD Kota Cimahi pada tahun 
berkenaan; 

e. Kegiatan yang termasuk sasaran lokasi Program yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun berkenaan dan tahun 
berikutnya; 

f. Kegiatan yang pemah dibiayai oleh dana hibah pada tahun 
sebelumnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang 
undangan; 

g. Kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan/laba antara 
lain, seperti: 
1. modal usaha; 
2. dana bergulir; dan 
3. kegiatan usaha dagang. 

h. Kegiatan yang ditujukan untuk pembelian barang modal yang 
bersifat penambahan aset / kapital usaha perorangan; 

1. Kegiatan pengadaan kebutuhan yang menjadi aset organisasi 
(yayasan), yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara 
langsung oleh masyarakat; 



.... 

(3) 

(2) 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta 
organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 
dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Wali Kota. 
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. latar belakang; 
b. maksud tuj uan; 
c. sasaran penerima manfaat; 
d. titik/lokasi kegiatan; 
e. anggaran yang diusulkan melalui dana hibah dan swadaya 

masyarakat yang diberikan; dan 
f. lampiran lainnya. 
Lampiran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, 
adalah sebagai beriku t. : 

a. bukti pendirian badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; 
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan, lembaga atau 

organisasi kemasyarakatan; 
c. berita acara musyawarah pembentukan panitia pelaksanaan 

kegiatan beserta daftar hadir musyawarah, kecuali ditentukan 
lain oleh perundang-undangan; 

d. susunan pengurus badan, lembaga atau organisasi 
kemasyarakatan; 

e. surat keterangan domisili dari Lurah dan disahkan oleh Camat; 
f. rincian rencana anggaran biaya kegiatan dengan mencantumkan 

swadaya masyarakat; 
g. jadwal rencana pelaksanaan kegiatan; 
h. peta lokasi pelaksanaan kegiatan; 
1. foto sekretariat badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan; 
j. foto kondisi O % (nol per sen) untuk pekerjaan fisik/konstruksi; 

( 1) 

Pasal 9 

Bagian Ketiga 
Penganggaran 

J. Kegiatan yang bertujuan untuk membeli barang a tau aset yang 
akan dipindahtangankan dan/ atau dijual kepada pihak lain; 

k. Kegiatan yang bertujuan untuk membeli barang atau aset yang 
akan digunakan oleh pihak lain dengan mengharapkan imbalan 
atau keuntungan atas penggunaan dimaksud; dan 

1. Kegiatan yang bertujuan untuk membeli hewan temak. 



.... 

k. gambar rencana teknis untuk pekerjaan fisik/konstruksi; 
1. surat Pernyataan dari calon penerima hibah bahwa bidang tanah 

dimana pekerjaan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud huruf j 
dan huruf k berada bukan milik perorangan/badan. 

m. foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan, 
lembaga atau organ.isasi kemasyarakatan; 

n. foto kopi KTP Ketua dan Bendahara yang masih berlaku; 
o. surat pemyataan tidak pemah mendapatkan hibah secara terus 

menerus yang ditandatangani oleh calon penerima hibah, kecuali 
ditentukan lain oleh perundang-undangan; 

p. surat pernyataan tidak pernah mendapatkan pendanaan dalam 
bentuk apapun dari APBN, APBD Provinsi Jaw a Barat dan APBD 
Kota Cimahi pada tahun anggaran yang sama. 

q. foto kopi NPWP; 
r. surat pemyataan tidak terjadi konflik internal yang 

ditandatangani oleh calon penerima hibah untuk badan, lembaga, 
......_ dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; 

s. foto kopi surat pengesahan badan hukum dari Kementerian 
Hukum d.an Hak Asasi Manusia untuk organisasi kernasyarakatan 
yang berbadan hukum Indonesia dalam bentuk yayasan atau 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan; 

. t. foto kopi surat pengesahan atau penetapan pimpinan instansi 
vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan 
kewenangannya untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, 
sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ a tau 
pemerintah daerah; 

u. foto kopi surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Wali 
Kota/Kantor Kesatuan Bangsa untuk badan dan lembaga yang 
bersifat nirlaba, sukarela dan sosial; dan 

v. surat pemyataan bahwa seluruh dokumen huruf a sampai dengan 
huruf u adalah benar dan sah. 

(4) Rincian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah sebagai berikut : 
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai 

fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang 
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan d.iajukannya 
usulan hibah oleh ca1on penerima hibah; 



... 

(9) Dengan diterimanya usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8), calon penerima hibah wajib menerima basil evaluasi atas usulan 
hi bah. 

(10) Wali Kota menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan 
evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 
perintah tertulis pada lembar disposisi. 

(11) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian melakukan 
pendistribusian usulan hibah kepada perangkat daerah sesuai 
dengan perintah tertulis Wali Kota berupa disposisi. 

(8) 

ayat (2) tidak 
Pimpinan dan 
kepada calon 

Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada 
memenuhi kelengkapan, Sub Bagian Tata Usaha 
Kepegawaian mengembalikan usuian dimaksud 

• penerima hibah untuk dilengkapi, 
Bukti penerimaan usulan sebagaimana pada ayat (2) diberikan oleh 
Sub Bagian Tata U saha Pimpinan dan Kepegawaian pada saat 
seluruh kelengkapan dipenuhi oleh calon penerima hibah. 

(7) 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah; 

c. sasaran peneriman manfaat, berisi sasaran yang akan menjadi 
penerima manfaat pelaksanaan hibah dimaksud; 

d. titik/lokasi kegiatan, berisi uraian terkait lokasi rencana 
pelaksanaan kegiatan; dan 

e. anggaran yang diusulkan, berisi uraian kebutuhan anggaran dan 
swadaya masyarakat. 

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan 
tandatangan oleh : 

a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja 
bagi pemerintah pusat. 

b. kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya 

c. direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara 
atau badan usaha milik daerah 

d. ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya bagi badan, lembaga, 
dan organisasi kemasyarakatan. 

(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui 
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian, selanjutnya 
melakukan pemeriksaaan atas kelengkapan administrasi usulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemohon yang 
memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi selanjutnya 
diteruskan kepada Wali Kota. 



(12) Perangkat Daerah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan dengan 
memperhatikan usulan kegiatannya, yang meliputi : 

a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota 
Cimahi 

b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi 
c. urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang dilaksanakan Oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi 
d. urusan perumahan dan kawasan Permukiman dilaksanakan oleh 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi 
e. urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan 

perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi 

f. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota 
Cimahi 

g. urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 
Cimahi 

h. urusan pangan dan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan 
dan Pertanian Kota Cimahi 

i. urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi 

J. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Cimahi 

k. urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Sadan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi 

1. urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi 

m. urusan keamanan dan perlindungan masyarakat dilaksanakan 
oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kota 
Cimahi 

n. urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dilaksanakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kota Cimahi 

o. urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga 
dilaksananakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan 
dan Olahraga Kota Cimahi 

p. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan 
dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi 

q. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi 

r. urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian 
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kata Cimahi ' 

s. urusan hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kota Cimahi. 



' 

t. urusan komunikasi, informatika, kearsipan dan perpust.akaan 
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan 
Perpustakaan Kota Cimahi 

u. urusan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kata Cimahi 

(13) Urusan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (11) disesuaikan dengan 
kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang 
undangan. 

(14) Untuk kepentingan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk personel 
atau membentuk tim evaluasi di lingkup kerjanya atau dapat dibantu 
oleh pihak lain. 

( 1 5) Person el atau Tim atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(14) diberikan honorarium berdasarkan Standar Biaya yang berlaku. 

(16) Evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana di 
maksud pada ayat (10) meliputi: 
a. Evaluasi Administrasi; dan 
b. Evaluasi Teknis. 

(17) Evaluasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a 
ada1ah evaluasi terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan 

(18). Evaluasi Teknis sebagaimana dimaksud pad.a ayat (16) huruf b 
adalah sebagai berikut: 
a. memastikan keberadaan calon penerima hibah badan, lembaga, 

dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 
dengan usulan hibah; 

b. memastikan domisili/alamat sekretariat calon penerima hibah 
badan, lem baga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam usulan 
hi bah; 

c. memastikan bahwa usulan kegiatan yang diusulkan oleh calon 
penerima hibah memberikan nilai manfaat dan menunjang 
pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerint.ah Daerah 
Kota Cimahi sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah 
untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, 
pembangunan dan kemasyarakatan 

:: 



' 

d. memeriksa rencana anggaran biaya (RAB),Gambar Teknis/ 
kesesuaian antara harga dalam usulan dengan standar satuan 
harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi 
atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam 
standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang 
berlaku saat itu; 

e. memeriksa kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan 
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan dengan jenis kegiatannya; 

f. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum 
dilaksanakan oleh calon penerima hibah; 

g. memastikan keberadaan kegiatan tidak dibangun di atas tanah 
perorangan atau diatas tanah sengketa/ atau diatas tanah yang 
belum diserahkan peruntukkannya secara tertulis bagi 
kepentingan umum 

h. memastikan bahwa kegiatan yang akan dikerjakan tidak memiliki 
kesamaan lokasi,kesamaan bentuk kegiatan serta kesamaan 
sasaran penerima manfaat yang te1ah dianggarkan melalui 
program kerja perangkat daerah yang dibiayai dari APBD Kota 
Cimahi pada tahun berkenaan 

1. memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak memiliki 
kesamaan lokasi,kesamaan bentuk kegiatan,kesamaan sasaran 
penerima manfaat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam tahun berkenaan . 

J. memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan belum pemah 
dibiayai oleh dana hibah dari APBD Kota Cimahi pada tahun 
sebelumnya,kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang 
undangan 

k. memastikan bahwa kegiatan ya'.ng diusulkan bukan merupakan 
kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan/laba 

I. mamastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak bertujuan 
untuk pembelian barang modal yang bersifat penambahan 
aset./kapital usaha perorangan 

m. memastikan kesesuaian antar dokumen-dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

(19) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 
kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6), Kepala 
Perangkat Daerah terkait dapat menolak usulan tersebut dan tidak 
dapat diusulkan kembali. 

(20) K.epala Perangkat Daerah terkait evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (14) menyampaikan basil evaluasi usulan hibah berupa 
rekomendasi kepada Wali Kota melalui TAPD berupa rekomendasi 
dapat diberikan hibah atau tidak dapat diberikan hibah . 



... 

Pasal 11 
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 
( 1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·9 ayat (19), ayat (22) dan ayat 
(23) menjadi dasar pencantuman' alokasi anggaran hibah dalam 
rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dicantumkan dalam 
lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabatan APBD 

(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa. 

(4) Contoh Format Evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
diatas tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan . 

-- 

(21) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan hibah kepada Wali 
Kota bersamaan dengan rekomendasi sebagaimana dimakud pada 
ayat ( 19) dan menyimpan salinan atas usulan hi bah dimaksud. 

(22) Ketua TAPD menunjuk Sekretaris TAPD untuk mencatat clan 
menghimpun usulan hibah serta menjadwalkan pembahasan 
bersama anggota TAPD. 

(23) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud ayat (20) 
dituangkan dalam dokumen berupa berita acara pertimbangan TAPD. 

(24) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah. 

(25) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (22) kepada Wali Kota yang meliputi: 
(1) Daftar calon penerima hibah untuk mendapatkan persetujuan 

untuk dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS 
(2) Daftar calon penerima hibah yang tidak dapat diberikan hibah 

atau ditolak . 
(3) Wali Kota menetapkan persetujuan daftar calon penerima hibah 

sebagai dasar pencantuman alokasi belanja hibah dalam rancangan 
KUA PPAS. 

(4) . Untuk Proposal yang tidak disetujui atau ditolak Wali Kota 
mendisposisikan kepada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan 
Kepegawaian untuk dikembalikan kepada pemohon secara tertulis. 



.... 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan penerima hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 

'---· Pasal 14 

Pasal 13 
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA 

PPKD. 
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan 

atas DPA-SKPD. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 12 
(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) 

dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja 
hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah 
berkenaan pad.a PPKD. 

(2) Obyek beJanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana 
dimaksud ayat (1) meliputi: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. BUMN /BUMD; dan/ a tau 
d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum di Indonesia. 
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 l 

ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke 
dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau 
jasa dengan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang akan 
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah. 



... 

Pasal 15 

(1) Wali Kota menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang 
atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan 
W ali Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi 
tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran 
APBD. 

(2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
dasar penyaluran/penyerahan hibah. 

(3) PPKD membuat surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Daerah kepada penerirna hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) melalui Perangkat Daerah terkait. 

(4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memberitahukan kepada Penerima Hibah. 

(5) Penerima hibah berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menyampaikan usulan permohonan 
penyaluran/penyerahan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah 
terkait, dilengkapi dengan lampiran dokumen yang telah disesuaikan 
dengan basil evaluasi berupa rekomendasi dari Perangkat Daerah. 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 
f. tata cara pelaporan hibah; 
g. dalam hal terdapat sisa dana hibah pada penerima yang tidak 

dipergunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, wajib 
dikembalikan ke Kas Daerah. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh perangkat 
daerah terkait. 

(4) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan 
kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala Perangkat 
Daerah terkait. 

(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

(6) Format NPHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan W ali Kota ini. 



' 

(6) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas usulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah diterima. 

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan 
cara memeriksa kesesuaian antara usulan permohonan 
penyaluran/ penyerahan dengan rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 ayat ( 19). 

(8) Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi ulang sebagaimana 
yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (16), ayat (17) dan ayat (18). 

(9) Dalam hal usulan penyaluran/penyerahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) dan ayat (8) tidak sesuai dengan rekomendasi, Kepala 
Perangkat Daerah mengembalikan usulan kepada penerima hibah 
untuk diperbaiki. 

(10) Kepala Perangkat Daerah mengajukan Nota Dinas Persetujuan 
Penyaluran/Penyerahan Hibah kepada Wali Kota melalui Sub 
Bagian Tata U saha Pimpinan dan Kepega waian dengan 
melampirkan usulan permohonan penyaluran/penyerahan yang 
dilengkapi dengan persyaratan lain. 

(11) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah 
disetujui Wali Kota diteruskan kepada 
a. PPKD untuk Hibah Uang: dan 
b. Perangkat Daerah untuk Hibah Barang atau Jasa. 

( 12) Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada 
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Serita Acara, 
Palcta Integritas dan Kuitansi. 

(13) Penyaluran/Penyerahan Hibah dalam bentuk uang dilakukan 
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari PPKD ke 
Rekening Penerima Hibah. 

'"--, 
(14) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah : 

a. Belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat, terdiri dari : 
1. surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Wali Kota 

melalui Perangkat Daerah terkait, dilengkapi rincian rencana 
penggunaan belanja hibah. 

2. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan penerima 
hi bah. 

3. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 



b. Belanja hibah untuk Pemerintah Daerah lain, terdiri dari : 

1. Surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Wali 
Kota melalui Perangkat Daerah terkait, dilengkapi rincian 
rencana penggunaan belanja hibah. 

2. Keputusan WaJi Kota Cimahi tentang penetapan penerima 
hibah. 

3. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

c. belanja hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri dari: 

1. surat permohonan pencairan belanja hibah kepada 
W ali Kota melalui Perangkat Daerah terkait, dilengkapi 
rincian rencana penggunaan belanja hibah. 

2. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan penerima 
hi bah. 

3. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 

d. Belanja hibah untuk bad.an atau lembaga, terdiri dari: 

1. Surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi 
rincian rencana penggunaan belanja hibah. 

2. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan penerima 
hibah. 

3. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

e. Belanja Hibah untuk organisasi kemasyarakatan lainnya yang 
sumber pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 

1. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi 
rincian rencana penggunaan belanja hibah. 

2. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan penerima 
hi bah. 

3. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

( 15) Dalam hal hibah uang, Perangkat Daerah terkait menyiapkan dan 
menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
kepada PPKD disertai surat pengantar. 

(16) Penyaluran/penyerahan hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan 
sekaligus atau bertahap sepanjang dituangkan dalam NPHD. 

( 17) Penyaluran/penyerahan hibah yang dilakukan secara bertahap 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 12), untuk 
penyaluran/penyerahan hibah selanjutnya penerima wajib 
menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya. 

(18) Penyaluran/penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. , 

(19) Penyalurarr/penyerahan hibah dalam bentuk jasa dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 19 
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Cimahi atas pemberian 
hibah meliputi: 
a. Untuk belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Lain, terdiri dari : 
1. Usulan dari calon penerima hibah kepada Wali Kota. 
2. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan penerima hibah. 
3. NPHD. 
4. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah 

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. 
5. Salinan/foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan 

instansi atau Kepala Daerah yang bertanggungjawab sebagai 
penerima belanja hibah. 

6. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti 
serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa 
barang/jasa. 

Pasal 18 
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada 

PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek 

belanja hi bah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan 
kegiatan pada Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 17 
( 1) Penerima hi bah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 

hibah kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tern busan Perangkat 
Daerah terkait. 

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan hi bah kepada W ali Kota melalui kepala Perangkat 
Daerah terkait. 

Bagian Kelima 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 16 
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 20 
( 1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerim.a hibah meliputi: 
a. laporan penggunaan hi bah; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 

hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau 
salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah 
berupa barang/jasa. 

b. Belanja hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri dari: 
1. Usulan dari calon penerima hibah kepada Wali Kata. 
2. Keputusan Wali Kata Cimahi, tentang penetapan penerima hibah. 
3. NPHD 
4. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah 

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. 
5. Salinan/foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama direksi 

atau sebutan lain BUMN /BUMD yang bertanggungjawab sebagai 
penerima belanja hibah. 

6. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti 
serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa 
barang/jasa. 

c. Belanja hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan 
yang berbadan hukum Indonesia, terdiri dari : 

1. U sulan dari calon penerima hi bah kepada V./ ali Kota. 
2. Susunan Pengurus 
3. Surat keterangan domisili dari Lurah dan disahkan oleh Camat. 
4. Salinan/foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 

Ketua/pimpinan/pengurus badan/lembaga/organisasi 
kemasyarakatan yang berta.nggungjawab sebagai penerima belanja 
hi bah . 

. 5. NPHD. 
6. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hi bah 

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. 
7. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan penerima hibah. 
8. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti 

serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa 
barang/ jasa, 
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( 1) Hibah dilaksanakan sesuai dengan alur hibah yang berupa 
a. Alur penganggaran 
b. Alur pelaksanaan dan penatausahaan 
c. Alur pelaporan dan pertanggungjawaban 

(2) Alur hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
lampiran A.1, lampiran A.2 dan lampiran A.3 Peraturan Wali Kota ini. 

Bagian Keenam 
Alur Hibah 

Pasal 23 

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar 
akuntansi pemerintahan pada laporan realieasi anggaran dan diungkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

Pasal 22 

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah 
daerah dalam ta.bun anggaran berkenaan. 

(2)· Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah 
sampai dengan akhir ta.bun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai 
persediaan dalam neraca. 

_, 
Pasal 21 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b disampaikan kepada W ali Kota paling lain bat tanggal 10 
bulan Januari ta.bun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek 
pemeriksaan. 

(5) Dalam hal belanja hibah terdapat sisa anggaran pada Penerima 
Hibah sampai dengan 31 Desember Tahun berkenaan maka 
penerima hibah harus mengembalikan ke Kas Daerah paling lambat 
tanggal 31 Desember tahun berkenaan, kecuali ditentukan lain 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal pengembalian sisa anggaran sebagaimana dimaksud ayat 
(5) jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja terakhir 
bulan Desember tahun berkenaan. 
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Pasal 27 
(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari bantuan 
sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang 
tidak dapat direncanakan sebelumnya, 

Anggota/kelompok masyarakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat ( l) meliputi : 
a. individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan 

yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, 
bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup 
minimum; 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang 
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

Pasal 26 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat memberikan bantuan sosial 
kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan 
daerah. 

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib 
dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

( 1) 

Pasal 25 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB IV 
BANTUAN SOSIAL 

(1) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal di atas 
tercantum dalam lampiran B, lampiran C dan lampiran D Peraturan 
W ali Kota ini. 

(2) Bentuk dokumen lainnya berpedoman pada Peraturan Wali Kota 
tentang Tata Naskah Dinas. 

Bagian Ketujuh 
Bentuk Dokumen 

Pasal 24 
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( 1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1) memenuhi kriteria paling sedikit: 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan; 
d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan 
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang 
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. memiliki identitas yang jelas; dan 
b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kota 

Cimahi. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan 
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

~--· 

Pasal 28 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas 
nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan 
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 
keluarga yang bersangkutan. 

(4) Pagu aJokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi 
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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Pasal 29 
( 1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) 

huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) 
huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai 
dengan kebutuhan dasar minimal. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) 
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf 
d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima 
bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 
la yak. 

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 28 
ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang 
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang 
tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan 
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk 
rehabilitasi. 

'"-'· 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan 
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari 
resiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pem berdayaan sosial; 
d. jaminan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. 
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(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis 
kepada W ali Kota. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat : 
a. La.tar Belakang; 
b. Maksud tujuan; dan 
c. Lampiran lainnya. 

(3) Lampiran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
adalah sebagai berikut : 
a. Foto kopi KTP yang masih berlaku; 
b. Susunan Pengurus bagi lembaga non pemerintahan; 
c. Berita Acara pembentukan dan penetapan pengurus lembaga 

non pemerintahan, kecuali ditentukan lain oleh perundang 
undangan; 

d. Surat Keterangan Domisili dari Lurah; 
e. Rincian Rencana Biaya; dan 

Pasal 32 • 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 31 
Dalam hal pemberian bantuan sosial selain yang dimaksud dalam 
pasal 30, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

· Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh 
kepala perangkat daerah terkait berupa pedoman petunjuk telmis. 

(3) 

(2) 

Pasal 30 
Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima 
1angsung oleh penerima bantuan sosial. 
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima 
seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, 
nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 
tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima 
seperti bantuan kendaraan operasiona1 untuk sekolah luar biasa 
swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk 
nelayan rnisk:in, bantuan makanan/pakaian kepada yatim 
piatu/tuna sosial, temak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 

(1) 

(2) 

( 1) 
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f. Foto kopi rekening bank yang masih aktif. 
g. Surat Pernyataan tidak pernah mendapatkan bantuan sosial 

secara terus menerus yang ditandatangani oleh calon penerima 
bantuan sosial, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 28 ayat (5); 

(4) Rincian usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut: 
a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai 

fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya 
usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial; 

b. Maksud tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 
diajukannya bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial. 

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: 
a. Individu, kepala keluarga dan atau perwakilan masyarakat; dan 
b. Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya bagi lembaga non 

pemerintahan, serta dibubuhi cap. 
(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui 

Sub Bagian Tata U saha Pimpinan dan Kepegawaian, untuk 
selanjutnya melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi 
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(7) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
memenuhi kelengkapan, Sub Bagian Tata U saha Pimpinan dan 
Kepegawaian mengembalikan usulan dimaksud kepada calon 
penerima bantuan sosial untuk dilengkapi. 

(8) Bukti penerimaan usulan sebagaimana pada ayat (5) diberikan oleh 
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian pada saat 
seluruh kelengkapan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi 
oleh calon penerima bantuan sosial. 

(9) Dengan diterimanya usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8), calon penerima bantuan sosial wajib menerima hasil 
evaluasi atas usulan bantuan sosial. 

(10) Wali Kota menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan 
evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui 
perintah tertulis pada lembar disposisi. 

(1 l) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian melakukan 
pendistribusian usulan bantuan sosial kepada perangkat daerah 
sesuai dengan perintah tertulis Wali Kota berupa disposisi. 

(12} Perangkat Daerah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 0) sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan dengan 
memperhatikan usulan bantuan sosial, yang meliputi urusan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (12). 
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(] 3) Untuk kepentingan evaluasi usulan bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk 
personel atau membentuk tim evaluasi di lingkup kerjanya atau 
dapat dibantu oleh pihak lain. 

(14) Personel atau Tim atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(13) diberikan honorarium berdasarkan Standar Biaya yang berlaku. 

(15) Evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana di 
maksud pada ayat ( 10) meliputi : 
a. Evaluasi Administrasi; dan 
b. Evaluasi teknik. 

(16) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) adalah sebagai 
berikut: 
a. memastikan keberadaan calon penerima bantuan sosial dengan 

usulan bantuan sosial; 
b. memastikan domisili/ alamat calon penerima bantuan sosial 

sesuai dengan yang tercantum dalam usulan bantuan sosial; 
c. memeriksa kesesuaian antara harga dalam usulan dengan 

standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Cimahi atau apabila komponen yang dibutuhkan 
tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat 
menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu. 

· d. memeriksa kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan 
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam rencana 
penggunaannya; 

e. memastikan obyek yang akan dibiayai dengan dana bantuan 
sosial belum ditanggulangi oleh calon penerima bantuan sosial; 

f. memastikan kesesuaian antar dokumen-dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

( 1 7) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (6), 
Kepala Perangkat Daerah terkait dapat menolak usulan tersebut. 

( 18) Kepala Perangkat Daerah terkait evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 15) menyampaikan basil evaluasi usulan bantuan sosial 
berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui TAPD. 

( 19) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan bansos kepada W ali 
Kota bersamaan dengan rekomendasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat (18) dan menyimpan salinan atas usulan bansos dimaksud. 

(20) Ketua TAPD menunjuk Sekretaris TAPD untuk mencatat dan 
menghimpun usulan bantuan sosial serta menjadwalkan 
pembahasan bersama anggota TAPD. 

(21) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud ayat ( 19) 
dituangkan dalam dokumen berupa berita acara pertimbangan 
TAPD. 



.... 

(3) 

Pasal 35 
(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja 

tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan 
sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. 

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan 
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) rneliputi: 
a. individu dan/atau keluarga; 
b. masyarakat; dan 
c. lembaga non pemerintahan. 
Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja 
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang 
diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja 
bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial 
barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada 
perangkat daerah. 

Pasal 34 
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 
( 1) Rekomendasi kepala perangkat daerah dan pertimbangan TAPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (18) dan ayat (21} 
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam 
rancangan KUA dan PPAS. 

(2) · Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. 

(22) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 18) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah. 

(23) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (22) kepada Wali Kota yang meliputi : 
(1) Daftar calon penerirna bansos untuk mendapatkan persetujuan 

untuk dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS 
(2) Daftar calon penerima bansos yang tidak dapat diberikan bansos 

atau ditolak. 
(24) Wali Kota menetapkan persetujuan daftar calon penerima bansos 

sebagai dasar pencantuman alokasi be1anja bansos dalam rancangan 
KUA PPAS. 

(25) Untuk Proposal yang tidak disetujui atau ditolak Wali Kota 
mendisposisikan kepada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan 
Kepegawaian untuk dikembalikan kepada pemohon secara tertulis. 



... 

(5) 

(4) 

(1) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial 
dengan keputusan W ali Kota Cimahi berdasarkan peraturan daerah 
Kota Cimahi tentang APBD dan peraturan Wali Kota Cimahi tentang 
penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran dan/ a tau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada 
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalarn keputusan 
Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan 
sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada pennintaan tertulis dari 
individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat 
keterangan dari pejabat yang . berwenang serta mendapat 
persetujuan Wali Kota setelah diverifikasi oleh perangkat daerah 
terkait. 
Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara 
pembayaran langsung (LS). 
Pencairan/penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut: 
a. bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat, 

terdiri dari : 
1. Surat permohonan kepada Wali Kota melalui perangkat 

daerah terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan 
bantuan sosial. 

2. Surat keterangan domisi1i dari Lurah. 
3. Salinan/foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 

individu, keluarga, dan/ atau masyarakat penerima bantuan 
sosial. 

Pasal 37 

Pasal 36 
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan 

atas DPA-PPKD. 
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan 

atas DPA-SKPD. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 
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4. Pakta lntegritas dari penerima bantuan sosial yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan. 

5. Salinan/foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama 
individu, keluarga, dan/atau masyarakat penerima bantuan 
sosial. 

6. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan daftar 
penerima bantuan sosial. 

b. bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan bidang 
pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk 
melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat, terdiri 
dari: 
1. Surat permohonan kepada W ali Kota melalui perangkat 

daerah terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan 
bantuan sosial. 

2. Susunan Pengurus. 
3. Surat keterangan domisili dari Lurah. 
4. Salinan/foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 

ketua/sekretaris/bendahara lembaga penerima bantuan 
sosial. 

5. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan. 

6. Salinan/foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama 
lem baga penerima bantuan sosial. 

7. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan daftar 
penerima ban tuan sosial. 

Perangkat Daerah terkait menyampaikan berkas kelen.gkapan 
administrasi pencairan bantuan sosial berupa uang dari penerima 
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD 
dengan lembar pengantar. 
Dalam hal penyaluran/pencairan apabila calon penerima bantuan 
sosial individu, keluarga, dan/ atau masyarakat meninggal dunia, 
maka bantuan sosial diberikan kepada yang memiliki surat 
persetujuan kuasa dengan berdasarkan surat keterangan ahli waris 
dari pejabat setempat (Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat). 
Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan 
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan 
melalui mekanisme tambah uang (TU). 
Penyaluran dana bantu.an sosial kepada penerima bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan kuitansi 
bukti penerimaan uang bantuan sosial. 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 
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Pasal 42 
(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Cimahi atas pemberian 

bantuan sosial meliputi: 
a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat, terdiri dari: 

1. Surat permohonan kepada Wali Kota melalui perangkat 
daerah terkait, dilengkapi rincian rencana penggunaan 
bantuan sosial. 

2. Surat keterangan domisili dari Lurah. 
3. Salinan/foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 

individu, keluarga, dan/ atau masyarakat penerima bantuan 
sosial. 

Pasal 41 
(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada 

individu dan/ a tau keluarga yang ticlak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lambat 
tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. 

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama 
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh 
masing-masing individu dan/ atau keluarga. 

Pasal 40 
(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja 

bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja 

bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program 
dan kegiatan pada perangkat daerah terkait. 

Pasal 39 
(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan 

penggunaan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui PPKD dengan 
tembusan kepada perangkat daerah terkait. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui kepala 
perangkat daerah terkait. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 38 
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang 
undangan. 
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Pasal 43 
(1) Penerirna bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan 

material atas penggunaan bantuan sosiaJ yang diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan 
sosial; 

b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa 
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan 
usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang 
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan 
sosial berupa barang. 

4. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan. 

5. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan daftar 
penerima bantuan sosial. 

6. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan 
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas 
pemberian bantuan sosial berupa barang. 

b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, 
dan/ atau masyarakat, terdiri dari : 
1. Surat permohonan kepada Wali Kota melalui SKPD terkait, 

dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial. 
2. Susunan Pengurus 
3. Surat keterangan domisili dari Lurah. 
4. Salinan/foto kopi Kart.u Tanda Penduduk (KTP) atas nama 

ketua/ sekretaris/bendahara lembaga/ organisasi yang 
bertanggungjawab sebagai penerima bantuan sosial. 

5. Pak.ta Integritas dari penerima bantuan sosial yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan. 

6. Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penet.apan daftar 
penerima bantuan sosial. 

7. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan 
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas 
pemberian bantuan sosial berupa barang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a 
angka 4 dan 5 serta huruf b angka '5 dan 6, dikecualikan terhadap 
bantuan sosial bagi individu darr/ atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 



.... 

Pasal 47 
( 1) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal di atas 

tercantum dalam Lampiran B, C dan D Peraturan Wali Kota ini. 
(2) Bentuk dokumen lainnya berpedoman pada Peraturan Wali Kota 

tentang Tata Naskah Dinas. 

Bagian Keenam 
Bentuk Dokumen 

Pasal 46 
Alur pengangga.:ran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan 
pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran A. l., A.2. dan A.3. 
Peraturan Wali Kota ini. 

Bagian Kelima 
Alur Hibah dan Bantuan Sosial 

Pasal 45 
Realisasi bantuan sosial berupa ba.:rang dikonversikan sesuai standar 

,_, akuntansi pernerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi Kota Cimahi. 

Pasal 44 
(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada 

penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali 
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

{4) Pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku 
obyek pemeriksaan. 
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Pasal 51 
Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) 
dikecualikan terhadap : 
a) Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 
Organisasi Kemasyarakatan diakui ke beradaannya sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; 
Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum 
berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan 
Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van 
Vereennigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya 

b) 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 50 
( 1) Perangkat Daerah dapat menganggarkan biaya operasional bagi 

pengelolaan hibah dan bansos dalam DPA pada Perangkat Daerah 
masing-masing. 

(2) Besaran anggaran mengacu kepada · standar analisa belanja (SAB) 
atau Standar Biaya yang telah ditetapkan. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 48 
( 1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas 

pemberian hibah dan bantuan sosial. 
(2) Kepala Perangkat Daerah menugaskan personel di lingkup kerjanya 

untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan 
bantuan sosial. 

(3) Basil monitoring dan evaluasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan lnspektorat Daerah 
Kata Cimahi untuk ditindaklanjuti. 

Pasal 49 
Dalam hal basil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang 
tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau 

-~· bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

BABVI 
MONITORING DAN EVALUASI 



... 
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 3bLf 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal \C, _}'JN ~O\ i 

SUDIARTO 

Ttd 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal l<o :yrv. a..D\ 7 

WAKIL WALi KOTA CIMAHI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kota Cimahi. 

Pasal 52 
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Walikota 
Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan 
Evaluasi Hibah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 53 
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

d) Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, 
Warga Negara Asing Bersama Warga Negara Indonesia atau Badan 
Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 diundangkan. 

c) Organisasi kemasyarakatan yang telah merniliki Surat 
Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku 
sampai akhir masa berlakunya; dan 
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... 

-- . 

No. Nama Dokumen Keterangan 
Ada 1'idak 

Ada 
1. Surat Penzantar 

-··-- - 2. ProoosalPerrnohonan 
3. Bukti Pendirian badan/ lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan kecuali 
ditentukan lain oleh perundang- 
undanzan - - 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 4. 
Tangga Badan/Lembaga dan Organisasi 
Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum 

-- Indonesia 
·- j s. Betita Acara Musyawarah Untuk bad an, 

lembaga/ organisasi 
• kemasyarakatan 

kecuali ditentukan 
lain oleh perundang- 

I I undanzan I 
6. Susunan Pengurus Badan, Lembaga atau 

>--- orzanisasi Kernasvarakatan 
7. Surat Keterangan Domisili dari Kclurahan 

yang disah}rnn 9amat 
8. Rincian Rencana Anzzaran Belanja (RAB) 
9. Jadwal Recana Pelaksanaan Keaiatan 
10. Peta Lokasi Keaiatan l - -- 11. Foto Sekretariat 
12. Foto Kondisi O % Untuk Jenis Usulan 

pekerjaan 
-- F~sik/kontrusi 

13. Gambar Rencana Teknis Untuk jenis Usulan 
pekerjaan fisik 
kontruksi ·- 14 Surat Pernyataan dari calon penerima Untuk Jenis Usulan 

hibah bahwa bidang tan ah dimana pekerjaan 
pckcrjaan fisik /kontruksi itu bukan milik fisik/kontrusi 
perorangan, - 15. Foto kopi Rekening BankYang masih 
aktif an. Badan/Lembaga/Organisasi 
Kemasvarakatan 

B. KELENGKAPAN DERKAS ADMINISTRASI 

- 1 Kecamatan 
2. Kelurahan .. 
3. Nama Pemohon 
4. Judul Kegiatan 
5. Nomor Surat 
6. Tanggal Surat 
7. Jumlah Usulan Anzaaran 

A. DATA PROPOSAL 

FORMULIR TANDA TERIMA DERKAS PROPOSAL HIBAH 

Peraturan Wall Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Tentang Tata Cara Pengangga.ran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pertanggungf awaban dan Pelaporan serta Monitoring da.n 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Larnpiran B.I : 



Ttd /Cap ttd 

' 

Cimahi, . 
Calon Penerima Hibah 

Ketua /Pimpinan 
Badan/Lembaga/ Organisasi 

Kernasyarakatan 

Petugas 
8ub Bagian Tata Usaha Pimpinan 

Dan Kepegawaian Setda 

C. Bahwa Surat ini hanya sebagai tanda bukti penerimaan berkas usulan proposal. 
D. Bahwa calon penerima hibah wajib menerima seluruh hasil evaluasi atas usulan 

hibah 

- r 

No. Nama Dokumen Keterangan ' 
Ada Tidak l Ada 

16. Foto Kopi KTP Ketua/Bendahara I 
17. Surat Pernyataan tidak pernah I 

mendapatkan hi bah secara terus 
menerus yang ditandatangani oleh 
cal on penerima hi bah, kecuali 
ditentukan lain oleh perundang- 
undangan 

18. Surat Pernyataan tidak 
mendapatkan pendanaan dalam 
bentuk apapun dari APBN APBD 

I Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota ' 
Cimahi pada tahun anggaran yang I 

sama ~ 
19. Foto Kooi NPWP 
20. Surat Pernyataan 'I'idak Terjadi Untuk badan, lembaga 

Konflik Internal yang ditandatangani dan organisasi 
oleh calon penerima hibah kemasyrakatan yang 

berbadan hukum 
Indonesia 

21. Foto Kopi pengesahan badan hukum I Untuk organisasi yang 
dari Kementerian Hukum dan BAM berbadan hukum 

Indonesia. dalam bentuk 
yayasan atau organisasi 
kcmasyarakatan yang 
berbadan hukum 
perkumpulan 

22. Foto Kopi surat pengesahan a tau Untuk bad an dan 
penetapan pimpinan instansi vertikal lcmbaga yang bersifat 

I atau kepala perangkat daerah erkait nirlaba,sukarela bersifat 
scsuai dengan kewenangannya sosial kemasyarakatan 

berupa kelompok 
I masyarakat/kesatuan 

I masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hid up l dan sesuai 

I perkembangan 
• masyarakat dan 

kcberadaannya diakui 
oleh pemerintah pusat 
dan/atau pemerintah 
daerah - - 23. Foto Kopi Surat Keterangan Untuk Badan dan 

Terdaftar yang diterbitkan oleh Lernbaga yang bersifat 
Menteri Dalam Negeri nirlaba,sukarela dan 
Gubemur/Wali Kota/Kantor sosial 
Kesatuan Bangsa ..,.. ___ 

24. Surat pemyataan bahwa seluruh 
dokumen yang disampaikan adalah 
benar - - - 



... 

No. Nama Dokumen Keterang~ 
Ada I Tidak 

Ada c--- - 1. Surat Pengantar 
2. Proposal Permohonan 

a. Dari Individu 
b. Keluarga 
c. Masyarakat 
d. Lembaga Non Pemerintahan 

3. Bukti Pendirian Lemb~~ Non Pemerintahan 
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Ru mah 

Lembaga Non Pemerintahan 
5. Berita Acara Musyawarah Untuk Lembaga 

Non 
Pemerintahan 

6. Susunan Pengurus • Untuk Lernbaga 
Non 

I Pemerintahan ... - 7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan 
yang disahkan Camat 

8. Rincian Rencan~ Anazaran Belania (RAB) - 9. Jadwal Rencana Pelaksanaan Keg~~ 
--- 10. Peta Lokasi Kegiatan 

' 11. Foto Sekretariat 
12. Foto Kondisi O % Untuk Jenis I 

Usulan 
pekerjaan 

>--- Fisik/kontruksi 
13. Gambar Rencana Teknis Untuk Jenis 

Usulan 
pekerjaan 
Fisik/kontruksi 1--. - 14 Surat Pernyataan dari calon penerima Untuk Jenis 

ban sos bahwa bi dang tan ah di man a Usulan 
pekerjaan Iisik /kontruksi itu bukan milik pekerjaan 
pcrorangan. Fisik/kontruksi 

15. Foto Kopi Rekening Bank Yang masih aktif 
an.Lembaza Non Pemerintahan 

B.KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI 

1 Kccamatan 

~ 

2. Kelurahan - 3. Nama Pemohon 
4. Judul Keziatan 
5. Nomor Surat 
6. Tanggal Surat 
7. Jurnlah Usulan Anzzaran 

·- -- 

A. DATA PROPOSAL 

FORMULIR TANDA TERlMA BERKAS PROPOSAL BANSOS 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitorint dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kola Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran B.II : 



' 

Ttd /Cap 
( Nama Jelas ) 

ltd 
(Nama Jelas) 

Calon Pencrima Bansos 
Individu/Kcluarga/Masyarakat / 

, Ketua /Pimpinan 
Organisasi Non Pemerintahan 

Pctugas 
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 

Dan Kepegawaian Setda 

Cimahi, 

C. Bahwa Surat ini hanya sebagai tanda bukti pencrimaan berkas usulan proposal. 
D. Bahwa calon penerima hibah wajib menerima seluruh hasil evaluasi atas usulan 

Ban sos 

-- 
No. Nama Dokumen Keterangan 

Ada Tidak 
Ada 

Foto Koni KTP Ketua/Bendahara - - 16. 
17. Surat Pernyataan tidak pemah 

mendapatkan Bansos secara tents menerus 
yang ditandatangani olch calon penerima 
Bansos 

18. Surat Pernyataan tidak mendapatkan 
pendanaan dalam bentuk apapun dari APBN 
APBD Provinsi Jawa Baral dan APBD Kota 
Cimahi nada tahun anmrnr_an yang sama - 

i 19. Foto Koni NPWP 
···- -- 20. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik 

Internal yang ditandatangani oleh cal on 
pencrima Ban sos untuk Lembaga Non 
Pemerintahan 

21. Foto Kopi Surat Keterangan Terdaftar 
yang ditcrbitkan oleh Menteri Dalam 
Negeri Gubernur /Wali Kota/Kantor 
Kesatuan Bangsa untuk Lembaga Non 
Pemerintahan 

22. Surat pcrnyataan bahwa seluruh dokumen 
_yang disamnaikan adalah benar 



... 

* pilih salah satu 

KETUA 

Cap/ttd 

Badan/Lem.baga/Organisasi 
Kemasyarakatan 

kasih. 
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini 
dilampirkan Proposal Permohonan Hibah bcrupa uang /Barang)* 
beserta kelengkapannya untuk diproses lebih lanjut. 

I 

(terbilang ) 

Disampaikan dengan hormat, dalam 
rangka . 

Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan dana hibah 
kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 
Anggaran sebesarRp . 

Kepada: 

Yth. Wali Kota Cimahi 
di - 

Cimahi 
Pen ting 
Satu berkas 
Permohonan Bantuan Dana 
Hibah Tahun . 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Cimahi, 

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PROPOSAL HIBAH 

Peraturan Wall Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitorin& dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Lampiran B.Ill : 



' 

* pilih salah satu 

Ttd /Cap 
( Nama Jelas) 

lndividu/Keluarga/Masyarakat/ 
· Ketua /Pimpinan 
Organisasi Non Pemerintahan 

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka . 
Dengan ini kami mcngajukan permohonan bantuan dana bantuan sosial 

kepada Pernerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran sebesar 
Rp . 
..................................................................... (tcrbilang ) 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersma ini dilampirkan Proposal 
Permohonan Bansos berupa uang /Barang)* beserta kelengkapannya sesuai 
dengan Peraturan Walikota untuk diproses lebih lanjut . 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih . 

Kepada : 
Yth. Wali KotaCimahi 

di - 
Cimahi 

Pen tin& 
Satu berkas 
Permohonan Bantuan 
Bansos Tahun . 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

Cimahi, 

FORMATSURATPENGANTARPERMOHONANPROPOSALBANSOS 
INDMDU /KELUARGA/MASYARAKAT /LEMBAGA NON PEMERINTAHAN 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang Tata Cara Penga.nggaran, Pelaksanaan, 

Penatausahaan., Pertanggungfawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Soslal 

Lampiran 1:3.IV 



.... 

NAMA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN/INDIVIDU/MASYARAKAT/LEMBAGA NON PEMERINTAHAN 

ALAMA'f : . 

LOKASI: . 

--------------------------------------------------------- 
JUDUL KEGIATAN 

FORMAT COVER USULAN PERMOHONAN BANTUAN 
DANA HIRAH /BANSOS )"' KOTA CIMJ\HI 

'fAI·IUN . 

OLEH 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimnhi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran B.V 



' 

1. Bukti Pendirian badan/lembaga dan organisasi kcmasyarakatan kecuali 
ditentukan lain oleh perundang-undangan 

2. Angganm Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan/Lembaga dan Organisasi 
Kcmasyarakatan 

3. Berita Acara Pembentukan dan Penetapan Pclaksana Kegiatan untuk Badan, 
Lemba.ga/Organisasi kernasyarakatan kecuali ditentukan lain oleh perundang 
undangan 

4. Susunan Pengurus Sadan, Lembaga atau organisasi Kemasyarakatan 

5. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan dan disahkan oleh Camat 

6. Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) 
7. Jadwal Recana Pelaksanaan Kegiatan 

8. Peta Lokasi Kcgiatan 
9. Foto Sekretariat 

10. Foto Kondisi O % (untuk pekerjaan fisik/kontrusi 

Lampiran - Lampiran 

Penutup HAH .II 

Rp... .. . . . . . . . . . terdiri dari : 
Rp .. 
Rp .. 

B. Rencana Kegiatan 
1. Target/Output 
2. Lokasi Kegiatan 
3. Penerima Manfaat 
4. Rencana Biaya 

a. Swadaya Masyarakat 
b. Dana Hibah 

Rencana Pclaksanaan 
A. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (contoh format terlampir) 
B. Panitia Pelaksana Kegiatan (contoh format terlampir) 
C. Rencana J\.nggaran Biaya (contoh format tennapir) 

DAB II 

Pcndahuluan 
A. Latar Belakang 
1. Pendahuluan 
2. Judul Kegiatan 
3. Tujuan Kegiatan 

BAB. I 

TAHUN ANGGARAN . 

(Minimal Memuat Hal-Hal Sebagai Bcrikut) 

SISTEMATIKA USULAN BANTUAN DANA HIBAII KOTA CIMAHI 

KOTA CIMAHI 

Tata Cara Penganuaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertan£gU.Dgjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran R.VI. 



' 

11. Gambar Rencana Teknis untk pekerjaan fisik/kontruksi 

12. Surat Pernyataan dari calon penerima hibah bahwa bidang tanah dimana pekerjaan 
fisik /kontruksi itu bukan milik perorangan. 

13. Foto Kopi Rekening Bank Yang masih aktif an. Badan/Lembaga/Organisasi 
14. Foto Kopi KTP Ketua/Bendahara 

15. Surat Pemyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus yang 
ditandatangani oleh calon penerirna hibah, kecuali ditentukn lain oleh perundang 
undangan 

16. Surat Pernyataan tidak mendapatkan pendanaan dalam bentuk apapun dart APBN, 
APRD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Cimahi pada tahun anggaran yang sama 

17. Foto Kopi NPWP 

18. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal yang ditandatangani oleh calon 
penerima hibah untuk badan, lembaga dan organisai kemasyrakatan yang berbadan 
hukum Indonesia 

19. Foto Kopi pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM untuk 
organissi yang berbadan hukum Indonesia dalam bentuk yayasan atau organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan 

20. Foto Kopi surai pengesaahn atau penetapan pimpinan instansi vertikal atau kepala 
perangkat daerah erkait sesuai denggan kewenangannya untuk badan dan lembaga 
yang bersifat nirlaba.sukarela bersifat sosial kcmasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan masaraat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pernerintah pusat 
dan/atau pemerinrah daerah 

21. Foto Kopi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Menteri Dalam 
Ncgeri/Gubernur /Wali Kota/Kantor Kesatuan Bangsa untuk Badan dan Lernbaga 
yang bersifat nirlaba.sukarela dan sosal 

22. Surat pernyaiaan bahwa seluruh dokumen yang disampakan adalah benar 



.... 

1. Bukti Pendirian Lembaga Non Pemcrintahan 
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Lembaga Non Pemcrintahan 
3. Derita Acara Musyawarah Untuk Lembaga Non Pemerintahan 
4. Susunan Pengurus Untuk Lernbaga Non Pemerintahan 
5. Surat Ketcrangan Domisili dari Kelurahan yang disahkan Camat 
6. Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAD) 
7. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan 
8. Peta Lokasi Kegiatan 
9. Foto Sekretariat 

10. Foto Kondisi O % untukjenis usulan pekerjaan fisik /kontruksi 
11. Gambar Rencana Teknis untuk jenls usulan pekerjaan fisik/kontruksi 
12. Surat Pernyataan dari calon penerima bansos bahwa bidang tanab dimana 

pckerjaan fisik /kontruksi itu bukan milik perorangan. Untuk jenis usulan 
kcgiatan fisik/kontruksi 

13. Foto Kopi Rekening Bank Yang masih aktif an.Lembaga Non Pemerintahan 
14. Foto Kopi K'I'P Ketua/Bendahara untuk Lembaga Non Pemerintab dan 

Foto Kopi K'T'P Individu untuk pemohon ind.ividu 
15. Surat Pcrnyataan tidak pernah mcndapatkan Bansos secara terus menerus 

yang ditandatangani oleh calon penerima Bansos 
16. Surat Pernyataan tidak mendapatkan pendanaan dalam bentuk apapun dari 

APBN APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Cimahi pada tahun anggaran 
yang sama 

17. Foto Kopi NPWP 
18. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal yang ditandatangani oleh 

calon penerima Bansos untuk Lcmbaga Non Pemerintahan 
19. Foto Kopi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menlcri 

Dalam Negeri Gubernur/Wali Kota/Kantor Kesatuan Bangsa untuk Lembaga 
Non Pemerintahan 

20. Surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan adalah benar 

Lampiran - Lampiran : 

Penutup BAB .II 

B. Rencana Kegiatan 
1. 'I'arget/Output 
2. Lokasi Kegiatan 
3. Penerima Manfaat 
4. Rencana Biaya Rp , Terdiri dari 

a.Swadaya Masyarakat Rp . 
h.Dana Bansos Rp . 

Rencana Pelaksanaan 
A. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (contoh format terlarnpir] 
B. Panitia Pelaksana Kegiatan (contoh format terlampir) 
C. Rencana Anggaran Biaya (contoh format terlampir] 

BAB ll 

Pendahuluan 
A. Latar Bclakang 

1. Penda.huluan 
2. Judul Kegiatan 
3. Tujuan Kegiatan 

BAB. I 

(Minimal Memuat Hal-Hal Sehagai Berikut) 

SISTEMATIKA USULAN BANTUAN DANA BANSOS KOTA CIMAHl 

KOTA CIMAHI TAHON ANGGARAN . 

Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban d.an 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran H. VU 



' 

NamaJelas 

ud 

Cimahi, 
Badan/Lembaga/ 

Organisasi Kemasyarakatan 
Ketua/Pimpinan 

[. I Harga 
Jumlah I Volume Satuan Satuan I Dana 

Uraian Belania I Hibah Swadaya .. 
I 

-- - 
A. Belanja Pegawai 

--- 
Misalnya 
- U nah tukang orang/Iiari RQ ............ Ro ............. 
- Uoah kerja 

- .. 

Belanja Barang 
B. /Material 

misalnya . 
Kertas •Rim Rp ............. _Rp ............. - 
Foto Kopi Lem bar Rp ............ RP ............. -- 
Semen Sak 

- dst 

r --- 
Jumlah - 

Judul Usulan 
Lokasi Kegiatan 

FORMAT RENCANA ANGGARAN RTAYA (RAB) 

HIBAH 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial 

Lampiran B.VIII: Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Tentang 



' 

NamaJelas 

ttd 

Cimahi, 
Individu/Keluarga/ Masyarakat/ 

Lembaga Non Pemerintahan 
Ketua/Pimpinan 

-·- 

IIarga 
Volume Satuan Satuan .Jumlah - -- Dana 

No. Uraian Belanja Bansos Swadaya --· 

- 
A. Belania Peaawai r--- 

Misalnva . - 
- Upah tukang orang/ha.ti_ Rp ............ Rp ............. 
- Upah kcrja I - 

.. 
Belanja Rarang 

B. /Material 
-·· - 

misalnva - . - - 
Kertas Rim Rp ............. Rp ............. 

: - 
t Foto Kopi Lem bar Rp ............ RP ............. . 

Semen SAk 
dst -- 

-- 
Jumlah --- ·- 

Judul Usulan 
Lokasi Kegiatan 

BAN SOS 
FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran B.IX: Peraturan Wali Kota Cimahi 



' 

NamaJelas 

ttd 

Cimahi, 
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/ 
Individu/Keluarga/Masyarakat/Organisasi 

Non Pemerintahan 

-··- 

No. Uraian Kegiatan Waktu fBulanl 
Januari Februari dst dst dst '. dst -- 

1. Persia pan I 
2. Pelaksanaan 

. 

3. Pelaporan 

. - 

FORMAT JADWAL PELAKSANAAN 

Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaau, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran 8. X 



' 

NamaJelas 

ttd 

Cimahi, 
Bad an/ Lernbaga / Organisasi Kemasyarakatan 
Masyara.kat/ Organisasi Non.Pemerintahan 

Ketua/Pimpinan 

No. I Nama Lengkap Jabatan No.KTP 

-- I - 

I 

FORMAT SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGlATAN 

Tata Cara Pengau.ggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan. Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
'rentang 

Lampiran B. XI : 



... 

Sekretaris /Notulis Musyawarah Pirnpinan Musyawarah 

Cimahi. 

dipergunakan sebagaimana mestinya . 
berita acara ini dibua.t dengan penuh tanggungjawab agar dapat Demikian 

Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memilih Sdr untuk.menjadi pemimpin musyawarah yang dilaksanakan 
pada hari ini dan mcnunjuk sdr sebagai Sekretaris/Notulis selama 
pelaksanaan musyawarah . 

2. Melaksanakan proses pemilihan panitia pelaksana kegiatan, dengan susunan sebagai 
berikut: 
1). Ketua 
2). Sekretaris 
3). Bendahara 
4). Anggota 

3. Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang telah dipilih dan ditetapkan 
selanjutnya bertanggungjawab dalam proses administrasi dan teknis sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

memperhatikan dan berdiskusi Setelah 

Pada hari ini tangggal .berternpat di telah 
diselenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh peserta sebagairnana daftar hadir 
terlampir: 

Adapun agenda musyawarah adalah : 

1. Sosialisasi Rencana Permohonan Dana Hibah/Bansos yang bersumber dari APBD 
Kota Cimahi 

2. Pernbentukan Panitia Pelaksana Kegiatan 

BERITA ACARA MUSYAWARAH 

Tata Cara Penganggarau, Pelaksanaan, 
Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Lampiran B. XH: Pcraturan Wali Kota Cimahi 
Norn or 
Tanggal 
Ten tang 



.... 

Sekretaris /Notulis Musyawarah Pimpinan Musyawarah 

Cimahi . 

- --·---·---- 
No. Nama Alamat Tandatangan 

·- 

- -- 

-- - ·--·- 

---- 

-- - 

I 

----· 

Kecamatan 
Kelurahan 
Hari/Tanggal 
Tempat 

DAFTAR HADIR MUSYAW ARAH 



... 

Catatan: Foto dapat ditampilkan lebih dari 2 sisi 

Foto Sekretariat Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan 

Pelaksanaan, 
dan Pelaporan 

Hiba.h dan 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang Tata Cara Penganggaran, 

Penatausahaan, Pe.rtanggungjawaban 
serta Monitoring dan Evaluasi 
Bantuan Sosial 

Lampiran B. XIII: 



... 

FOTO PETA LOKASI RENCANA KEGIATAN 

Utara 

Tata Cara Penganggarant Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungfawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Lampiran B. XIV: Peraturan Wali Kota Cirnahi 
Nomor 
Tanggal 
Tentang 



' 

FORMAT FOTO KONDJSJ O % (UNTOK KEGIATAN FlSIK/KONTROKSI) 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran B. XV 



' 

FORMAT FOTO COPY REKENING BANK YANG MASIH AKTIF 

Tata Cara Penganggara.n, Pelak.sanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Lampiran B. XVI: Peraturon Walikota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 



... 

FORMAT FOTO COPY NPWP 

Tata Cara Pengangga.ran, Pela.ksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta M<>D.itoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Peraturan Wali Kata Cimahi Lampiran 8. XVII : 



... 

Benda hara 

Ketua 

FOTOCOPY KTP KETUA DAN BENDAHARA 

Lampiran B. XVIII : Peraturan Wali Kota Cirnahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang Tata Cara Pengangcaran, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, PertanggunJdawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 



' 

',,' '",,,'''"''"'' ''',',' '''''' ,,, ''' '' 

Kepala Perangkat Daerah 

Cimahi 
Ketua Tim Evaluasi/Petugas Evaluaai 

MENGETAHUI : 

,_ 

Formulir Hasil Evaluasi Terlampir . 

Dernikian Rerita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya • 

3. dst 

1 . 

2 . 

Kesimpulan Hasil Evaluasi 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proposal hibah/hansos, kami berkesimpulan 
bahwa permohonan tersebut d.apat/tidak dapat diberikan clan selanjutnya dapat 
dipertimbangkan untuk dianggarkan dan cliproses lebih lanjut sesuai dengan 
mekanismc APBD Kota Cimahi. dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut : 

1. Evaluasi Kelengkapan Administrasi 
2. Evaluasi Teknis 

Metode Evaluasi 

Pada hari ini Tanggal .. . . .. . . .. . . .. . bertempat di telah diJakukan 
evaluasi proposal Permohonan Bantuan Hibah/Bansos Kota Cimahi 

Data Proposal 

Nama Lembaga 
Judul Kegiatan 
Usulan Anggaran Biaya 

DERITA ACARA EVALUASI PROPOSAL HIBAH /BANSOS 

Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertan.ggnn&jawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wall Kota Cirnahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lamplran B.XIX 



... 

- --- I _! No. Nama Dokumcn Keterangan Keterangan Evaluasi 
Ada Tidak 

Ada 
1. Surat Pcngantar - 2. Proposal Pennohonar~. . 
3. Bukti Pendirian badau/ lembaga dan 

organisas kemasyarakatan kccuali 
ditentukan lain oleh perundang- 
undangan 

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Badan/Lemhaga dan 
Organisasi Kemas~-akatan - -- 5. Berita A card. Musyawarah untuk .I 
badan, lembaga/ organisasi 
kemasyarakatan kecuali ditentukan 
lain oleh perundang-undangan 

6. Susunan Pengurus Badan, Lembaga 
atau organisasi KemasyarakataA 

7. Surat Keterangan Domisili dari 
Kelurahan dan Disahkan oleh 
Kecamatan 

8. Rincian Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) 

9. Ren can a Jadwal Pelaksanaan 
Keziatan -- 

10. Peta Lokasi Kegiatan 
11. Foto Sekretariat 
12. Foto Kondisi O % (untuk pekerjaan 

fisik_Lkontrusi 
13. Grun bar Ren can a Tcknis untuk 

pekeriaan fisik/ko~truksi 

B. EVALUASI ADMINISTRASI 

1 Kecamatan --· 2. Kelurahan 
I 3. Nama Pemohon 
14. - Judul Kegialan 

5. Nomor Surat .. 
6. Tanzzal Surat 
7. J urnlah U sulan 

Anzzaran 

A. DATA PROPOSAL 

FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENGANGGARAN HIBAH (PROPOSAL I) 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Tentang Tata Cara Penganggazan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pertanggungfawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Soslal 

Lampiran BXIX : 



' 

24. 

Foto Kopi Surat Keterangan 
Terdaftar yang diterbitkan oleh 

I. Menteri Dalarn Negeri/Gubernur/Wali 
Kota untuk badan dan lembaga yang 
bersifat nirlaba,sukarela dan so~i_al_--i-----if-----+-- 
Surat pernyataan bahwa seluruh 
dokumcn yang disampaikan adalah 
benar 

23. 

14 ----------------+-~· ------+--------~·--~ Surat Pernyataan dari calon penerima 
hibah bahwa bidang tanah dimana 
pekerjaan fisik /kontrnksi itu bukan 
milik perorangan, • ~ _..__ _ ____;..;_....;..;._ __ --,. --:-,-~-·--~----:-------~·-------, 

15. Foto Kopi Rekening Bank Yang masih 
aktif an. Badan I Lem baga/ Oraanisasi 1-----+-.;.c.....-----,-~..C..:....!-_--,-........__,__...'--_--+-----+-~·· ~+----------~--, 16. Foto Kopi KTP Ketua/Oendahara l-----+-----'--~A------'--:-:--:-----:--+--~--1----;--------- l7. Surat Pernyataan tidak pernah 
mendapatkan hibah secara terus 
meneru s yang ditandatangani oleh 
calon pencrirna hibah, kecuali 
ditentukan lain oleh perundang 
undanzan 

~--t--- .......... -----:--:------,-----,---·-1-----+----+----~--------l 18. Surat Pernyataan tidak mendapatkan 
pendanaan dalam bentuk apapun dari 
APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan I 
APBD Kota Cimahi pada tahun 
amm:aran yang sama -----+-----t----+------------1 19. Foto Kopi NPWP !---+----""-------------,,---+------t----+--------------1 20. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik 
internal yang ditandatangani oleh 
calon penerima hibah untuk badan, 
lembaga dan organisai kemasyrakatan 
yang bcrbadan hukum Indonesia ~l-"--c.c_,"'----~---'----,--,--,----1- ---+------+-----------~ 21. Foto Kopi pengesahan badan hukurn 
dari Kerncnterian Hukum dan HAM 
untuk organissi yang berbadan 
hukum Indonesia dalam bentuk 
yayasan a tau organisasi 
kernasyarakatan yang bcrbadan 
hukum perkumpulan l--:---+--'-'---.,.__~~-"------~---f-----t·~--+------------ 22. Foto Kopi surat pengesaahn atau 
penetapan pimpinan ins tan si vertikal 
atau kepala perangkat dacrah terkait 
sesuai dengan kewenangannya untuk 
badan dan lembaga yang bersifat 
nirlaba.sukarela bersifat sosial 
kemasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan masaraat 
hukum adat sepanjang masih hidup 
dan sesuai perkembangan masyarakat 
dan keberadaannya diakui oleh 
pernerintah pusat dan/ atau 
nemerintah daerah 

Keterangan Keter~ngan Evaluasi 
Ada. Tidak 

Ada 
Nu. Nama Dokumen 



... 

No. Uraian Evaluasi I Hasil Evaluasi 

1 . Memastikan keberadaan cal on pencrima hi bah 

I badan / lembaga/ organisasi kema syarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia --~---- - 2. Memastikan Domisili/ alamat sekretariat calon penerirna hibah 
badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia 

3. Memastikan bahwa usulan kegiatan yang akan dilaksanakan 
memberikan nilai manfaat dan menunjang Pencapaian Sasaran 
Program dan Kegiatan Pemerintah Dae rah sesuai dengan 

I urgensi dan kepentingan daerah untuk mendukung 
terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan dan I kemasvarakatan . ~ ·-· 

4. Memeriksa Rencana Anggaran Bia ya (RAB) gambar teknis 
/kesesuaian antara harga barang/jasa dalam usulan proposal 
sesuai dengan standar harga yang berlaku di lingkungan 
Pemerintah Kota Cimahi , namun apabila komponen belanja 
yang disulkan tidak terdapat dalam standar harga tertinggi 
barang dan jasa .maka menggunakan standar harga yang 
berlaku dalam wilavah Kota Cimahi 

5. Memeriksa Kesesuaian antara kebutuban peralatan dan bahan 
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan 

·~ _, 
6. Memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana Hibah 

belum dilaksanakan oleh Calon Penerima Hibah 
7. Mernastikan bahwa keberadaan kegiatan tidak dibangun di atas 

tan ah perorangan atau di atas tanah sengketa/ atau di atas 
tanah yang belum diserahk:an peruntukkannya secara tertulis 
baai keoentinzan umum 

·- 8. Memastikan bahwa kegiatan yang akan dikerjakan tidak 
memiliki kesamaan lokasi, kesamaan bentuk kegiatan serta 
kcsamaan sasaran penerima manfaat yang telah dianggarkan 
melalui program kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh 
APBD Kota Cimahi nada tahun berkenaan 

9. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak merniliki 
kcsamaan lokasi, kesamaan bentuk kegiatan, serta kesamaan 
sasaran penerima manfaat me1alui program yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat tau Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

I 
dalam tahun herkenaan 

10. I Mcmastikan babwa kegiatan yang diusulkan belum pernah 
~biayai oleh Dana Hibah dari APBD Kota Cimahi pada tahun I 

I sebelumnya, kecuali ditentukan Jain oleh Peraturan Perundang- 
undangan 

11. Memaslikan bahwa kegiatan yang diusulkan bukan merupakan 
kegiatan vang bertuiuan untuk i:t:~•~peroleh laba/keuntungan 

I 

12. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak bertujuan 
untuk pernbelian barang modal yang bersifat penambahan 
asctLka2ital usaha 2erorangan 

C. EVALUASI TEKNIS 



' 

Cimahi 
Ketua Tim Evaluasi/Petugas Evaluasi 

.................................................................. ································································ 

. . 

Tidak dapat diberikan hibah dengan 
pertimbangan : 

,, ""'"" ,,, ,, "'" "'" ,,,, ',, ",,,'," 

Kepala Perangkat Daerah 

MENGETAHUI : 

1. Uang Sebesar Rp . 
2. Barang . 

(sebutkan jenis barangnya) 

Dapat diberikan hibah berupa : 

E. REKOMENDASI 

·········································································································································· 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ········································································································································· 

Bahwa berdasarkan hasil cvaluasi administrasi dan teknis atas usulan yang disampaikan 
oleh calon penerima hibah, maim 

D. HASIL KAJIAN PROPOSAL YANG DIUSULKAN 



.... 

- 

No. Nama Dokumen Keterangan Ket~angan Evaluasi 
Ada Tidak 

Ada - - 1. Surat Pengantar 
2. Proposal Permohonan - I 
3. Bukti Pendirian Kelompok/ Lembaga 

Non Pemerintah 
-- 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga Lembaga Non Pemerintah 
I ·-- 5. Berita. Acara Musyawarah 

! 

, 6. Susunan Pengurus Lembaga Non 
Pemerintah 

- 7. Surat Keterangan Dornisili dari 
Kelurahan dan Disahkan oleh Camat I 

-- 8. Rincian Ren can a Anggaran Bia ya 
(RAB} 

-· - 9. Rencana Jadwal Pelaksanaan 
Kegjatan 

10. Peta. Lokasi Kegiatan 
11. Foto Sekretariat - 12. Foto Kondisi 0 % (untuk pekerjaan 

fisik/kontrusi 
13. Gambar Rencana Teknis untuk 

pekerjaan fisik/kontruksi 
-- ._...__ 14 Surat Pernyataan dari calon penerima I 

l bansos bahwa bidang tanah dirnana 

I 
I pekerjaan fisik /kontruksi itu bukan I milik peroranzan. I 

B. EVALUASI ADMINISTRASI 

- 1 Kecamatan ~ 
2. Kelurahan -··- 3. Nama Pemohon 

-- 4. Judul Kegiatan 
5. Nomor Surat 

·- 6. Tane:e:al Surat 
7. Jumlah Usulan 

Anzzaran - 

A. DATA PROPOSAL 

FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENGANGGARAN BANSOS (PROPOSAL I) 

Tata Cara Pengauggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertanggu.ugjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran B.XX 



' 

No. Nama Dokumen keteranzan Keteranzan Evaluasi -I 
Ada Tidak • l Ada -- 

I 15. Foto Kopi Rekening Bank Yang masih 
aktif an. Kelompok/ Lembaga Non 
Pemerintah ·- - - ...... 

16. Fo~~ Kopi KTP Ketua/Bendahara 
17. Surat Pemyataan tidak pernah 

mendapatkan hi bah secara tcrus 
menerus yang ditandatangani oleh 
calon penerima hibah, kccuali 
ditentukan lain oleh perundang- 
undanaan 

18. Surat Pernyataan tidak mendapatkan 
pendanaan dalam ben tuk apapun dari 
APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan 
APBD Kota Cimahi pad a tahun 
anzaaran vane: sama 

19. Foto Kopi NPWP 
20. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik 

Internal yang ditandatangani oleh 
calon penerima Ban sos untuk 
kelompok/Iembaga non pernerintah 

21 Foto Kopi surat pengesahan atau 
penetapan pimpinan instansi vertikal 
atau kepala perangkat daerah terkait 
sesuai dengan kewenangannya untuk 
badan dan lembaga yang bersifat 
nirlaba,sukarela bersifat sosial 
kemasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan masaraat 
hukum adat sepanjang masih hidup 
dan sesuai perkembangan masyarakat 
dan kebcradaannya diakui oleh 
pcmcrintah pusat dan/atau 
pemerintah daerah .. - 

123. Foto Kopi Surat Keterangan I 

Terdaftar yang diterbitkan oleh 
Mcnteri Dalam Negeri/Gubernur/Wali 
Kota untuk badan dan lembaga yang 
bersifat nirlaba.sukarela dan sosia.-_1 __ 

24. Surat pernyataan bahwa seluruh 
dokumen yang disampaikan adalah 
benar -· - 



' 

No. Uraian Evaluasi Hasil Evaluasi 

1. Memastikan kc beradaan cal on penerima Ban sos 
Indivi_sulKelom2okLLembaga Non Pemerintah 

2. Memastikan Domisili/ alamat se krc tariat calon penerima 
Ban sos 

3. I Mcmastikan bahwa usulan kegiatan yang akan dilaksanakan I memberikan nilai manfaat dan menunjang Pencapaian Sasaran 
Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
urgensi dan kepentingan daerah untuk mendukung 
terselenggaranya fungsi Pemcrintahan, pembangunan dan 
kemasyarakat~n - 4. Memeriksa Rencana Anggaran Biaya (RAB) gambar teknis 
/kesesuaian antara harga barang/jasa dalarn usulan proposal 
sesuai dengan standar harga yang berlaku di lingkungan 
Pemerintah Kota Cimahi, namun apabila komponen belanja 
yang disulkan tidak terdapat dalam standar harga tertinggi 
barang dan jasa.maka menggunakan standar harga yang 

-- berlaku dalam wilayah Kota Cimahi 
5. Memeriksa Kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan 

serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan 

6. Memastikan · bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana Dan sos 
belum dilaksanakan oleh Calon Pencrima Bansos 

7. Memastikan bahwa keberadaan kegiatan tidak dibangun di atas 
tanah perorangan atau di atas tanah sengketa/atau di atas 
tanah yang belum diserahkan peruntukkannya secara tertulis 
bagi kepentin~J.?. ~mum 

8. Memastikan bahwa kegiatan yang akan dikerjakan tidak 
memiliki kesamaan loka.si, kesamaan bcntuk kegiatan serta 
kesamaan sasaran penerima manfaat yang telah dianggarkan 
melalui program kerja pcrangkat daerah yang dibiayai oleh 
APBD Kota Cimahi 2ada tahun berkenaan 

·--. 9. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak memiliki 
kesamaan lokasi, kesamaan bentuk kegiatan, serta kesamaan 
sasaran penerima manfaat melalui program yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat tau Pemerintah Provinsi .Jawa Barat 

~ dalam tahun berkenaan 
Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan belum pernah - 10. 
dibiayai oleh Dana Ransos dari APDD Kota Cimahi pada tahun 
sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- 
undangan 

11. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan bukan merupakan 
kegiatan yang bertujuan untuk mem2eroleh laba/keuntungan 

12. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan Lidak bertujuan 

I 
untuk pembelian barang modal yang bersifat penambahan 
aset/kaoital usaha oerorai:!:&an 

C. EVALUASI TEKNIS 



' 

Dapat diberikan Bansos berupa : Tidak dapat diberikan Bansos d~ngan 
pertimbangan 

1. Uang Sebesar Rp ............. 
2. Barang ............................ . ................................................................. 

(sebutkan jenis barangnya) ································································ ................................................................. 

- - -- 
MENGETAHUI Cimahi 

Ketua Tim Evaluasi/Petugas Evaluasi 
Kepala Perangkat Daerah 

l 
) 

I 'JI,,,,,,,"',,,","",,,,,,,'"'""'"' ........................................ 

I 

E. REKOMENDASJ 

............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Bahwa berdasarkan basil evaluasi administrasi dan teknis atas usulan yang disampaikan 
oleh calon penerima Bansos, maka. 

D. HASIL KAJIAN PROPOSAL YANG DIUSULKAN 



.... 
) ""' ,,,,,,, '"',,'''"''"'' "'" ,,, ,, ,, 

Kepala Perangkat Daerah 

Selanjutnya rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan 
pengambilan keputusan lebih lanjut. Demikian disampaikan atas 
perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Maka terhadap usulan bantuan dana hibah dimaksud kami 
merekomendasik.an bahwa : 
a. Dapat diberikan bantuan dana hibah/bansos sebcsar 

Rp . 
b. Tidak dapat clibcrikan bantuan dana hibah/bansos . 

. ..___. 3. Ost 

1 . 
2. 

Berdasarkan basil evaluasi administrasi dan teknis serta 
perlimbahan hal - hal sebagai berikut: 

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan usulan 
proposal hibah /bansos kepada Pemerintah Kota Cimahi, dengan 
rincian sebagai berikut: 

Nama Pemohon 
,Judul Kegiatan 
Usulan Anggaran Biaya 

Rekomendasi Usulan Dana Hibah dan Bansos 

Yth. Wali Kota Cima.hi Melalui Ketua TPAD Kota Cimahi 
...................................... (Perangkat Daerah Terkait] 

Kepada 
Dari 
Nomor 
Tanggal 
Pelihal 

NOTA DINAS 

CONTOH NOTA DIRAS REKOMENDASI PERANGKAT DAERAII UNTUK 
PENGARGGARAN HIBAH DAN BANSOS 

KOP PERANGKAT DAERAII 

Lampiran B.XXI : Peraturan Walikota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Tentang Tata Cara Pengangganm, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 



' 

Ketua/Pim.pinan 
Cap/ttd 

(Nama Jelas, 

Badan/Lembaga/ Organisasi 
Kemasyarakatan/lndividu/Kelurga 

/Masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan 

Disampaikan dengan honnat, menindaklanjuti Surat 
Bapak Nomor Tanggal Perihal dan 
memperhatikan Keputusan Wali KotaCimahi Nomor Tanggal 
Tentang Pcnetapan Daftar Penerima Hibah/Bansos Tahun 
Anggaran .. 

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan 
dana/penyerahan barang dirnaksud yang selanjutnya akan 
dipergunakan sesuai dengan proposal terlampir. 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan 
terima kasih . 

Tahun . 

Kepada: 

Yth. Wali Kota Cimahi 
cq . Kepala Dinas .. 
di - 

Cimahi 

Pen ting 
Satu berkas 
Permohonan 
Pencairan/Penyerahan 
Hibah/Bansos )* 

Cimahi, 

* pilih salah satu 

,_ 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

Format Permohonan Pencairan Proposal Hibah/Bansos 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Pcraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran C. I 



... 

- 

No. Nama Dokurncn Keterangan Keterangan Evalua~!_ __ 
Ada 1'idak 

Ada 
1. Surat Pcngantar 
2. Proposal Permohonan Pencairan 

-· 

3. Bukti Pendirian badan/lembaga dan 
organisas kemasyarakatan kecuali 
ditentukan lain oleh perundang- 
~~_dangan -- 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Badan/Lemhaga dan 
Orzanisasi Kernasvarakatan - -- 5. Berita Acara Musyawarah untuk 
badan, lembaga/ organisasi 
kemasyarakatan kecuali ditentukan , 
lain oleh perundang-undangan 

6. Susunan Pengurus Badan, Lembaga 
a.tau oraanisasi Kemasvarakatan 

7. Surat Ketcrangan Dornisili dari 
Kelurahan dan Disahkan oleh 
Kecamatan 

Riaya - 8. Rincian Rencana Anggaran 
(RAB) 

9. Rencana Jadwal Pelaksanaan 
Keziatan - - - --- 10. Peta Lokasi Keziatan 

11. Foto Sekretariat 
12. Foto Kondisi O % (untuk pekerjaan 

fisik/kontrusi ·-- - 13. Gambar Ren can a Teknis untuk 
nekeriaan fisik/k(?ptruksi ,_ 

B. EVALUASI ADMINISTRASI 

-- 1 Kecamatan 
2. Kelurahan 

-· ·-· 3. Nama Pemohon 
4. Judul Keziatan 
5. Nomor Surat 
6. Tanzaal Surat ---- 7. Jumlah Usulan 

Anzzaran .... _. 

A. DATA PROPOSAL 

FORMULJR EVALUASI PROPOSAL PENCAIRAN HIBAH 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertanggungfawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Pcraturan Wali Kota Cimahi 
Norn or 
Tanggal 
Ten tang 

Larnpiran C.IT 



.... 

No. Nama Dokumcn Keterangan Keterangan Evaluasi 
Ada . Tidal{ - 

Ada 
14 Surat Pernyataan dari calon penerima 

hi bah bahwa bidang tanah dimana 
pekerjaan fisik /kontruksi itu bukan 
milik perorangan. 

·-· - 
15. Foto Kopi Rekening Bank Yang masih 

aktif an. Badan/Lembaga/Organisaei 
I 16. Foto Kopi KTP Ketua/Bcndahara 

. ··--- 
17. Surat Pernyataan tidak pemah 

mendapatkan hibah secara terus 
menerus yang ditandatangani oleh 
calon penerima hi bah, kecuali 
ditentukan lain oleh perundang- 
undangan 

18. Surat Pernyataan tidak mendapatkan 
pendanaan dalam bentuk apapun dari 
APBN, APBD Provinsi J awa Barat dan 
APBD Kota Cimahi pad a tahun 
anaaaran yang sama 

l 9. Foto _Kopi NPWP 
20. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik 

Internal yang ditandatangani oleh 
calon penerima hibah untuk badan, 
lembaga dan organisai kemasyrakatan 
vang berbadan hukum Jndones!~---- ....... --.4·--- 1--· z r. Foto Kopi pengesahan badan hukum 
dari Kementerian Hukum dan HAM 
untuk organissl yang berbadan 
hukum Indonesia dalam bentuk 
yayasan a tau organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan 
hukum nerkumoulan 

22. Foto Kopi surat pengesaahn atau 
penetapan pimpinan instansi vertikal 

I atau kepala perangkat daerah terkait 
I sesuai dengan kewenangannya untuk • 

badan dan lembaga yang bersifat 
nirlaba,sukarcla bersifat sosial 
kemasyarakatan berupa kelompok 
masyarakat/ kesatuan masaraat 
hukum adat sepanjang masih hidup 
dan sesuai perkembangan masyarakat I dan keberadaannya diakui oleh 
pemerintah pusat dan/atau 
pemerintah daerah 

23. Foto Kopi Surat Keterangan 
Terdaftar yang diterbitkan oleh 
Menteri Dalam Negeri/Gubcrnur/Wali 
Kota untuk badan dan lembaga yang 
bersifat nirlaba.sukarela dan sosal I 

24. Surat pernyataan bahwa seluruh I dokumen yang disampakan adalah 
benar I 



... 

I No. 

-- 

Uraian Evaluasi Hasil Evaluasi 

1. Memastikan keberadaan cal on penerima hi bah 
badan / lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia - - Memastikan Domisili/ alamat sekretariat calon penerima hibah 2. 
badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia 

3. Memastikan bahwa usulan kegiatan yang akan dilaksanakan 
mernberikan nilai manfaal dan menunjang Pencapaian Sasaran 
Program dan Kegiatan Pemerintah Dae rah scsuai dengan 
urgensi dan kepentingan daerah untuk mendukung 
terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan 

4. Memeriksa Rencana Anggaran Bia ya (RAB) gambar teknis 
/kesesuaian antara harga barang/jasa dalam usulan proposal 
sesuai dengan standar harga yang berlaku di linglrungan 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi, namun apabila komponen 
belanja yang diusulkan tidak t.erdapat dalam standar harga 
tertinggi barang clan jasa, maka menggunakan standar harga 
yang berlaku dalam wilavah Kuta Cimahi 

5. Memeriksa Kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan I serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan : 

6. Memastikan bahwa kegiatan yang <libiayai dengan dana I Iibah 
. I belum dilaksanakan oleh Calon Penerima Hibah 
7. Memastikan bahwa keberadaan kegiatan tidak dibangun di atas 

I tanah perorangan atau di atas tanah sengketa/atau di atas 

I tanah yang belum diserahkan peruntukkannya secara tertulis 
bagi kepentingan umum 

8. Memastikan bahwa kcgiatan yang akan dikcrjakan tidak 
memiliki kesamaan lokasi, kesamaan bentuk kegiatan serta 
kesamaan sasaran penerima manfaat Y,ang telah dianggarkan 
melalui program kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh 
APBD Ko1:J:!. Cimahi parla tahun berkenaan -- 9. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak memiliki 
kesamaan lokasi, kesamaan bentuk kegiatan, serta kesamaan 
sasaran penerima manfaat melalui program yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerint.ah Provinsi Jawa Barat 
dalam tahun bcrkcnaan 

10. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan belum pernah 
dibiayai oleh Dana Hibah dari APBD Kota Cimahi pada tahun 
sebelurnnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- 
undangan ·-·----- 

11. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan bukan merupakan 
kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh laba/keuntungan 

12. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak bertujuan 
untuk pembelian barang modal yang bersifat penambahan 
aset/kapital usaha perorangan 

C. EV ALUASI TEKNIS 



... 

",,,,,,,,,' '" "' '" ''" ,,,, ',"', "',"' 

Kepala Perangkat Daerah 

Cimahi 
Ketua Tim Rvaluasi/Petugas Evaluasi 

MENGETAHUI : 

TlDAK SETUJUI SETUJU DILAKUK/\N PENCAIRAN DANA 
HIB.t\H 

Rp .. 

SETUJU DIBERIKAN BARANG 

E. REKOMENDASI 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi adrninistrasi dan teknis atas usulan yang disampaikan 
oleh calon penerima hibah, maka 

D. H...<\SIL KAJIAN PROPOSAL YANG DIUSULKAN 



.... 

·-- 

No. Na.ma Dokumen Keterangan Keterangan 
Evaluasi 

Ada Tidak 
Ada -- .. 

1. Surat Penzantar 
2. Proposal Permohonan 
3. Bukti Pendirian kelompok/ Lembaga 

Non Pemerintah 
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Lembaga Non Pemerintah 
.. 5. Berit.a Acara Musyawarah 

6. Susunan Pengurus untuk Lernbaga 
Non Pemerintah j - 7. Surat Ketcrangan Domisili dari 
Kelurahan dan Disahkan oleh 
Kecamatan 

8. I Rincian Rencana Anggaran Bia ya 
(RAB) 

9. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
10. Peta Lokasi Keaiatan 
11. Foto Sekretariat 
12. Foto Kondisi 0 % (untuk pekerjaan 

fis_i~/-~on trusi 
13. Garn bar Rencana Tekriis untuk 

pekeriaan fisik/kontruksi 
14 Surat Pernyataan dari calon penerima 

hibah bahwa bi dang tan ah dimana 
pekerjaan fisik /kontruksi i.tu bukan 
milik neroranzan. 

B. EVALUASI ADMINISTRASI 

1 Kecamatan - 2. Kelurahan 
3. Nama Pcmohon 

Individu/Keluarga 
/Kelompok 
Masyarakat/Lembaga 
Non Pemerint.ah . 4. J udul Keaiatan 

- -- 5. Nomor Surat 
6. Tanazal Surat 

·- . 7. Jumlah Usulan 
Anzzaran 

A. DATA PROPOSAL 

FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL 
YANG DIRENCANAKAN 

Lampiran C.TTT: Peraturan Wall Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksau.aan, Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuau. Sosial 



' 

No. Nama Dokumen Keterangan Keterangan 
Evaluasi 

Ada Tidak 

--· Ada 
15. Foto Kopi Rekening Bank Yang masih 

aktif an.lndividu/ KelompokyLernbaga 
Non Pemerintah -- 

16. Fotocopy l\.'TP Ketua/Bendahara Untuk 
Lembaaa Non Pemerintah 

17. Surat Pernyataan tidak pernah 
mendapatkan Bantuan Sosial secara 
terus rnenerus yang ditandatangani 
oleh cal on penerima hibah, kecuali 
ditentukan lain olch perundang- 
undangan 

18. Surat Pernyataan tidak mendapatkan 
pcndanaan dalam bentuk apapun dari 
APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan 
APBD Kota Cimahi pad a tahun 
anggaran vang sama .. 

19. Foto Kopi NPWP untuk lembaga non 
Pemerintah 

-·-- . - 
20. Surat Pemyataan Tidak Terjadi Konflik 

I Internal yang ditandatangani oleh 
cal on penerima hibah Lembaga Non 
Pernerintah 

21. Foto Kopi Surat Keterangan 
Terdaftar yang diterbitkan oleh 
Menteri Dalam Negeri/Gubernur /Wali 
Kota untuk lembaga non Pemerintah 

22. Surat pemyataan bahwa seluruh 
dokumen yang disampakan adalah 
benar 

·,, __ 



.... 

·- - 

No. Uraian Evaluasi Hasil Evaluasi 

1. Memastikan keberadaan calon penerima ban sos untuk 
individu,kelom~k masyarakat2 Lembaga non f!emerintah 

2. Memastikan Domisili/ alamat sekretariat calon penerima 
bansos untuk indiviciu,ke1ompok masyarakat, Lembaga non 
nemerintah 

-- 3. Memastikan bahwa usulan kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh calon penerima bansos sesuai dengan kriteria, tujuan 
penggunaan ban sos yang rneliputi rehabilitasi 
sosial,perlindungan sosial,pembcrdayaan sosial.jaminan 
sosial, penanggu langan kemiskinan dan penanggulangan 
bencana 

- - 4. Mcmeriksa Rencana Anggaran Bia ya (RAB) gambar teknis 
/kesesuaian antara harga barang/jasa dalam usulan proposal 
sesuai dengan standar harga yang berlaku di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi, namun apabila komponen 
belanja yang disulkan tidak terdapat dalam standar harga 
tertinggi barang dan jasa .maka menggunakan standar harga 
yang berlaku dalam wilayah Kota Cimahi 

s. Memeriksa Kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan 
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan 

I 

6. Memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana bansos 
belum dilaksanakan oleh Calon Penerima Bansos 

7. Memastikan bahwa keberadaan kegiatan tidak dibangun di atas 
tanah perorangan atau di atas tanah sengketa/ atau di atas 
tanah yang belum diserahkan peruntukkannya secara tertulis 
bazi kepentingan ~mum -- 8. Memastikan bahwa kegiatan yang akan dikerjakan tidak 
memiliki kesamaan lokasi, kcsamaan bentuk kegiatan serta 
kesamaan sasaran penerima manfaat yang telah dianggarkan 
melalui program kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh 
APBD Kota Cimahi 12ada tahun berkenaan 

9. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak memiliki 
kesamaan lokasi, kesamaan bentuk kegiatan, serta kesamaan 
sasaran penerima manfaat melalui program yang dilaksanakan 
oleh Pernerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
dalam tahun berkenaan 

10. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan belum pernah 
dibiayai oleh Dana Bansos dari APBD Kota Cimahi pada tahun 
sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- 
undangan 

11. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan bukan merupakan 
keziatan yang bertujuan untuk mem2eroleh labaLkel}.!_ltungan 

12. Memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak bertujuan 
untuk pembelian barang modal yang bersifat penambahan 
aset/kapital usaha perorangan 

-- 

' ~- 

C. EVALUASITEKNIS 



' 

Kepala Perangkat Daerah 

Cimahi 
Ketua Tim Evaluasi/Petugas Evaluasi 

MENGETAHUI: 

Rp . 

TIDAK SIITUJU SETUJU DICAIRKAN DANA BANSOS 

E. REKOMENDASl 

...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi adrninistrasi dan teknis atas usulan yang disampaikan oleh 
calon penerima bansos, maka 

D. HASIL KAJIAN PROPOSAL YANG DIUSULKAN 



... 

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 

(L) PIHAK PERT.AMA memberikan belanja hibah kepada PJHAK KEDUA, berupa 
barang . 

(2) PIHAK KEDUA menyatakan telah mcnerirna belanja hibah dari PIBAK PERTAMA 
berupa barang . 

(3) Barang sebagaimana climaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
.............................. sesuai dengan proposal yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Dacrah ini. 

Pasal 1 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hiba.h Daerah 
berupa Barang dcngan ketentuan sebagai berikut: 

Dalam hal ini bertinda.k untuk dan atas nama.badan/lembaga/organisasi 
kemasyarakatan" yang bcrkedudukan di JI. 
................. RT RW Kelurahan Kecamatan , Kota Cimahi, yang 
selanjutnya disebut PIHAK KEDOA. 

IL Nama 
No. KTP 
Jabatan 
Alamat 

Dalam hal mi bertindak untuk clan atas nama Wali Kota Cimahi, yang 
sclanjutnya disebut PIHAK PERT.AMA. 

I. Nama 
NTP 
Pangkat 
Jabatan 
lnstansi 
Alamat 

Pada hari ini, , Tanggal Bulan Tahun Dua 
Ribu yang bertandatangan di bawah ini : 

CONTOH NASKAH 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (HIBAH BARANG) 

NOMOR: 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Perta:nggaugjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasl Hibah dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wall Kota Cirnahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran C.IV : 



... 

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan barang hibah daerah apabila 
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan telah dipenuhi oleh PIHAK 
KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar 

(2) PIHAK PERT.AMA berhak menunda pencairan dana hibah dacrah apahila PIHAK 
KEDUA, ticiak/belum mernenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; 

(3) PmAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pcnggunaan 
dana hibah daerah berdasarkan Proposal dan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana hibah; 

Pasal 5 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

'- ( 1) Melaksanakan dan bertanggung jawab pen uh 'atas penggunaan barang hibah yang 
telah diterima 

{2J Mcmbuat dan menyampaikan pcrtanggungajawaban penggunaan barang 
dokumentasi (foto) kegiatan dan Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Penggunaan barang hibah yang tclah ditandatangani olch pimpinan Lembaga / 
l:3adan/Organisasi kepada PIHAK PERT.AMA paling lambat tanggal 10 Januari 
tahun 

(3) Apabila dalarn batas yang telah ditcntukan tidak menyampaikan laporan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka akan dikenakan sanksi hukum 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Apabila daJam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang mcnyebabkan 
kerugian Negara, rnaka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA. 

Pasal 4 
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

( 1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa barang sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan Proposal. 

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan barang yang telah ditcrima dari PIHAK 
PERTAMA kepada Pihak Lain. 

(3) Rclanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan untuk kegiatan 
dengan rincian sebagairnana dimaksud dalam Surat Keputusan WaJi Kota Cimahi 
Nomor tanggal ten tang Pcnerima Bantu an Hi bah pad a APBD 
Kota Cimahi Tahun Anggaran yang merupakan bagian yang tidak 
tcrpisahkan dari Naskah Pcrjanjian Hibah Daerah ini. 

Pasal 3 
PENOGUNAAN 

(2) Sebelum Pcnyerahan Hibah Barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) PIHAK 
KEDUA mengajukan perrnohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri : 
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 
b. Surat Pernyataan Bertanggung jawab Mutlak/ Pakta Integritas. 

(3) PIHAK KEDUA setelah mencrima hibah barang dari PIIIAK PERTAMA segera 
mclaksanakan kegiatan dcngan berpcdoman pada Proposal dan Peraturan 
prundang-undangan. 

(4) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dituangkan 
dalam Berita Acara Penyerahan Hibah 

1. 
2. dstL _ __.__ 

erkBarang I Jumlah Spesifikasi H 
Barang Barana B 

M Nama Barang 

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PJIIAK KEDUA berupa barang yang 
bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kota Cimabi Tahun 
Anggaran dilakukan secara langsung. Dengan rincian harang sebagai 
berikut: 

Pasal 2 
PENYERAHAN HlBAH BARANG 



... 

(PEMBERI HIBAH (KEPALA OPD) tPENERJMA HIBAH) 

PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA 

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang 
sama bunyinya, 2 (ctua) adiantaranya bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh 
PARA PIHAK sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, 

(2) Ilal= hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam 
Addendum. 

Pasal 7 
LAIN-LAIN 

PIHAK KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat ( 1) ,ayat (2) dan ayat (3) Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah ini, dapat <likenakan Sanksi Administratif berupa Peringatan tertulis dan 
Sanksi lain sesuai dcngan peratyran perundang-undangan. 

Pasal 6 
SANKSJ 



... 

Pasal 1 

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PlHAK KEDUA, berupa uang 
sebesar Rp (terbilang ) 

(2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA 
berupa uang sebesar Rp (terbilang dan untuk pencrimaan 
uang tersebut oleh PIHAK KEDUA Naskah Pcrjanjian Hibah Dacrah ini berlaku 
pula sebagai Landa penerimaan atau kuitansinya. 

{3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
membiayai Kegiatan sesuai dengan proposal yang merupakan bagian yang 
lidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hi bah Daerah 
ini, 

(4) Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana ayat (2J bertujuan untuk . 

Kedua bclah pihak sepakat untuk mclakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah 
berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut : 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .badan/lembaga/organisasi 
kcmasyarakatan" . .. . yang berkedudukan di Jl. 
................. RT RW Kelurahan Kecamatan , Kota Cimahi, yang 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

II. Na.ma 
No.KTP 
Jabatan 
Alamat 

Dalam hal im bcrlindak untuk don atas nama Wali Kota Cimahi, yang 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

I. Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Tnstansi 
Alamat 

Pada hari ini, , Tanggal Bulan Tahun Dua 
Ribu yang bertandatangan di bawah ini : 

CONTOH NASKAH 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (HIBAH UANG) 

NOMOR: 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
'rentang 

Lampiran C.V: 



' 

(l) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan 
kegiatan yang didanai dari bclanja hibah daerah yang telah disetujui perundang 
undangan yang berlaku. 

(2) Mclaksanakan pengadaan barang rum jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku 

(3) Membuat dan mcnyampaikan pertanggungajawaban pcnggunaan belanja hibah 
daerah beserta bukti transaksi, dokumpentasi (foto) kegiatan dan Dokumen Surat 
Pemyataan Tanggung Jawah Penggunaan Belanja Hibah yang telah ditandatangani 
oleh pimpinan Lembaga / Sadan / Organisasi kepada PIHAK PERTAMA paling 
lambat tanggal 10 Januari tahun ....... 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3} dalam bentuk bukti tanda 
terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah. 

(5) Apahila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyarnpaikan laporan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka akan dikenak.an sanksi hukum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(6) Apabila dalam penggunaan dana hibah tcrjadi penyimpangan yang menyebabkan 
kerugian Negara, rnaka menjadi tanggungjawab penuh dari PIHAK KEDUA. 

Pasal 4 
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

( 1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hi bah berupa uang sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 ayat (1) dilakukan sesual dengan Proposal. 

(2) PJHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang telah diterima dari PIHAK 
PERTAMA kepada Pihak Lain 

(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan untuk kegiatan 
dengan rincian sebagaimana dirnaksud dalam Surat Keputusan Wali Kola Cimahi 
Nomor tanggal tentang Penerima Bantuan Hibah pada APBD 
Kota Cimahi Tahun Anggaran yang mcrupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Naskah Perjanjian IIibah Daerah ini. 

(4) Untuk Belanja Hibah yang tidak digunakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan 
maka PDIAK KEDUA wajib mengembalikan Belanja Hibah tersebut kepada Kas 
Daerah pada Tahun Anggaran berjalan. 

Pasal 3 
PENGGUNAAN 

(4} PIHAK KEDUA setelah menerima pcncairan belanja bibah dari PIHAK PERTAMA 
segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Proposal dan Peraturan 
perundang-undangan. 

(1) Pencairan belanja hibah daerah berupa uang yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Cimahi Tahun Anggaran ... dilakukan secara 
langsung. 

(2) Untuk pencairan belanja hibah daerah, PIHAK. KEDUA mengajukan permohonan 
kepada PIHAK PERT AMA dengan dilarnpiri : 
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 
b. Fotokopi Rekening yang masih aktif; 
c. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. 

(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui 
Transfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening 
........................... Nomor Rekening pada Dank BJB atas nama 

PENCAJRAN DANA HIBAH DAERAH 

Pasial 2 



.... 

(PEMBERI HIBAH/KEPALA OPD) (PENERIMA HIBAH) 

PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA 

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat dalan rangkap 3 (tiga) yang 
sama bunyinya, 2 (dua) diantaranya bcrmeterai cukup, dan ditandatangani oleh 
PARA PlHAK sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

(2) Hal - hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam 
Addendum. 

LAIN-LAIN 

Pasal 7 

PIHAK KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah ini, dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa Peringatan tertulis dan Sanksi 
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 
SANK.SI 

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana belanja hibah daerah 
apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana 
telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui 
evaluasi Pernerintah Kola. 

(2) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK 
KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; 

(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan 
dana hibah daerah berdasarkan Proposal dan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana hibah; 

Pasal 5 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 



... 

'" '" '"' '''" "" ""," ",',,',, ,,,,, " 

Kepala Pcrangkat Daerah 

Maka terhadap usulan bantuan dana hibah dimaksud kami 
merekomendasikan untuk dapat dilakukan pencairan sebesar Rp . 
........ (terbilang ). 

Selanjutnya rekomcndasi ini dapat menjadi bahan pertirnbangan 
pengambilan keputusan lebih lanjut. Dernikian disa.mpaikan atas 
perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Serta Berdasarkan basil evaluasi administrasi dan teknis serta 
pertimbangan hal - haJ sebagai berikut: 

1. ····································································································· 
2. ····································································································· 
3. Ost 

Disampaikan dcngan hormat, sehubungan Surat Keputusan Wali 
Kota Cimahi Nomor Tanggal Perihal Pencrima Dana Hibah dan 
Bansos Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 

Nama Pemohon 
.Iudul Kegiatan 
Usulan Anggaran Biaya 

Rekomendasi Usulan Pencairan Dana Hibah dan Bansos 

Yth. Wali Kota Cimahi 
...................................... (Perangkat Dae rah Terkait] 

Kepada 
Dari 
Nomor 
Tanggal 
Perihal 

NOTA DINAS 

CONTOH NOTA DINAS REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PENCAIRAN 
HIBAH DAN BANSOS 

KOP PERANGKAT DAERAH 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Ba.ntuan Soslal 

Lampiran C.Vl : Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 



Tembusan: 
Kepala Perangkat Daerah ( yang melakukan evaluasi proposal J 

"' pilib salah satu 

(Nam.a Jelas t 

Ketua /Pimpinan 
Cap/ttd 

kasih. 

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Wa1i 
Kota Cimahi Nomor Tahun Ten tang Tatacara Penganggaran, 
Pelaksanaan,Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola 
Cirnahi, maka untuk mcmenuhi ketentuan dimaksud bersama ini 
kami sampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 
hibah/bansos)* yang telah kami terirna dari Pemerintah Daerah Kota 
Cimahi yang bersumber dari APRD Kota Cimahi Tahun Anggaran . 
beserta lampiran. · 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima 

Tahun . 

di - 
Cimahi 

Cimahi. . 

Kepada: 

Yth. Wali Kota Cimahi 
cq . BPKAD Kota Cimahi Pen ting 

Satu bcrkas 
Laporan 
Pertanggungjawaban 
Dana lh"bah/Bansos t* 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Hal 

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN *) UNTUK HIBAH 

INDIVIDU/MASYARAKAT/LEMBAGA NON PEMERINTAHAN *) UNTUK BANSOS 

Format Contoh Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Hibah/Bansos)* 

Tata Cara Pengangga.ran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertangguo.gjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wall Koto. Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

l.ampiran 0.1 



... 

NAMA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYA~KATAN 
INDIVIDU/KELUARGA/MASYARAKAT /LEMBAGA NON PEMERJNTAHAN 
ALAMA'I' : ., . 

OLEH 

LOKASI: . 

JUDUL KEGIATAN 

LJ\PORAN PERTANGGUNCJAWABAN BANTUAN 
DANA HIBAH /BANSOS )* 

TAHUN . 

CONTOH COVER LAPORAN PER1'ANGGUNGJAWABAN 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimabi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran D.tl 



' 

Lampiran: 

1. Foto Pelaksanaan Kegiatan (untuk kegiatan fisik/kontruksi 
a. Foto kondisi O % ' 
b. .Foto Kondisi 50 % 
c. Foto Konc:tisi 100 % 

2. Foto fisik barang (untuk belanja barang-barang inventaris) 

l. Pendahuluan 
2. Judul Kegiatan 
3. Nama Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan 
4. Nomor NPHD 
5. Penerima Manfaat 
6. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan 
7. Anggaran Biaya 

a. Anggaran Bersumber Dari Hibah/Bansos)* 
b. Anggaran Bersumber Dari Swadaya Masyarakat 

8. Hasil Pelaksanaan KcgiaLan 
Realisasi Pcnggunaan Anggaran { Terlampir Conteh] 
Penutup 

BAB II. 
BAB TTI 

BAB .I 

Contoh Format Laporan Pertanggung Jawaban 

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 

(Minimal Memuat Hal-Hal Sebagai Berikut) 

Tata Cara Penga.ngguan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kata Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran D.III 



.... 

Kctua 

Ttd /cap 

Hibah/Dansos 

Penerirna 

Bukti - bukti realisasi pembavaran atas rincian belania yang tercanturn dalam laporan 
ini disimpan oleh penerima hibah/bansos sebagai objek pemeriksaan untuk 
kelengkapan adminitrasi dan kepcrluan pemeriksaan . 

en~an cian : . -, 
I 

- 

No. Uraian Belanja Pagu Realisasi Sisa Keterangan 
Anggaran (Rp) Anggaran 

- (Ro) (Rol 
. - 

I-. 
L Jumlah 

D Rin. 

Penerimaan dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebesar 
Rp . 
Realisasi Bantuan yang telah digunakan: 

...___, Rp . 
Sisa Anggaran s.d 31 Desernbcr : Rp 

Yang bertanda tangan di bawah ini mcnyatakan bahwa saya 
bertanggungjawab penuh atas kebcnaran Iaporan penggunaan anggaran bantuan 
Hibah/Bansos Tahun Anggaran sebagai berikut : 

CONTOII SUI3STANSI PADA BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN HIBAH/BANSOS 

NAMA PENERlMA . 
JUD UL KEG IATAN . 
TA HUN ANGGARAN .. 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,Penatausahaan, 
Pertanggungf awaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Peraturan Wali Kota Cimahi 
Numor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran D.N 



Nama Jelas 
... 

Cap/ttd 

Ketua /Pimpinan 

Badan/ Lembaga/ Organisasi 
Kemasyarakatan/lndividu/Keluarga 

Masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan 

Cimahi, 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk 
dipcrgunakan sebagaimana mestinya. 

1. Bertanggungjawab mutlak tcrhadap penggunaan dana hibab/ba.nsos yang telah diterirna 
dan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya 
sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara.maka saya bersedia mengganti dan 
menyetorkan kcrugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

berdasarkan 
ten tang 

Kota Cimahi 

Sebagai penerima Hibah /Bansos sebesar Rp. . ( terbilang) 
keputusan Wali Kota Cimahi Nomor tanggal Januari 
Pcncrima Hibah/Bansos Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran , dengan ini mcnyatakan : 

Nam a 
No.KTP 

---~ .Jabatan 
Alam at 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD PENGGONAAN' DANA 

Tata Cara Penganuaran. Pelaksanaan. 
Penatausahaan, Pertanegungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitorin1 dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Peraturan Wall Kota Cirnahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran D.V 



NamaJelas ' 

Cap/ttd 

Ketua /Pimpinan 

Badan/Lembaga/ Organisasi 
Kemasyaralmtan/Individu/Keluarga 

Masyarakat/Lembaga Non Pernerintahan 

Cimahi, 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bennaterai cukup untuk 
~------- dipergunakan sebagaimana mestinya. 

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibahj'bansos yang telah diterima 
dan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya 
sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara.rnaka saya bersedia mengganti dan 
menyetorkan kerugian terscbut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai 
dengan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai pcnerima Hibah /Bansos sebesar Rp. . ( terbilang) berdasarkan 
keputusan Wali Kota Cimahi Nomor tanggal Januari tentang 
Penerima Hibah/Bansos Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cirnahi 
Tahun Anggaran , dengan ini menyatakan : 

Nama 
No. KTP 
Jabatan 
Alamat 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD PENGGUNAAN DANA 

Tata Cara Pengangg~ Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial 

Pcraturan Wall Kota Cimahi 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Lampiran D.V 


